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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Daya
Alam (SDA) melimpah mulai dari pertanian sampai dengan pertambangan.
Indonesia kaya dengan minyak, gas alam, nikel, batubara serta berbagai
komoditas lainnya yang dibutuhkan pasar internasional. Kekayaan tersebut
apabila ditaksir mencapai 200 ribu trilyun.* Namun demikian, sebagian besar
sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak
terbarukan, artinya akan habis pada masanya nanti. Apabila SDA tersebut
habis atau punah, maka kehidupan manusia akan terancam, ekosistem
menjadi tidak berimbang, hingga kepunahan SDA itu sendiri. Oleh karena itu
dibutuhkan kebijaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaanya. Disisi lain,
kita memiliki SDA terbarukan diantaranya hutan, laut, tanaman, hewan dan
sebagainya. Tentu saja sumber-sumber tersebut sangat berpotensi menjadi
tulang punggung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai Negara yang berada
atau dilewati garis Kkatulistiwa (ekuator) dan sering disebut zambrud
katulistiwa karena bangsa ini dikarunia sumber kekayaan alam yang
melimpah serta disebut - juga M pegara Mega Biodiversity dengan
keanekaragamanh hayatiBerupa 47 jenis ekosistent' Tidak kurang dari 17%
spesies flora dan fauna di seluruh dunia serta 940 jenis obat-obatan
tradisional berada di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan hutan tropis
yang tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Papua yang menjadi tempat
bernaungnya flora dan fauna yang beranekaragam tersebut. Demikian pula
di Laut, kita memiliki ragam kekayaan dan keindahan biota laut yang
tersembunyi seperti terumbu karang yang jumlahnya mencapai 15% dari
total terumbu karang didunia atau yang terbanyak di dunia. Namun demikian,
dalam kenyataanya hutan dan laut di Indonesia terus menghadapi ancaman
kerusakan. Deforestasi atau kerusakan hutan di Indonesia bahkan
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https://www.djkn.kemenkeu.qgo.id/berita_media/baca/4497/Indonesia-Punya-Kekayaan-SDA-

Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.html, , diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 19.20 WIB
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menduduki peringkat ketiga didunia sejak tahun 2018. Tidak kurang dari 30%
konservasi rusak akibat perambahan hutan oleh masyarakat, setali tiga
uang, ekosistem laut di Indonesia juga terancam oleh reklamasi pantai,
penambangan pasir, polusi minyak hingga pencemaran sampabh.
Penggunaan plastik yang sangat massif merupakan salaah satu pencemaran
sampah yang sangat nyata.’

Masalah bertambah pelik karena saat ini situasi global sedang
menghadapi ketidakpastian berupa Pandemi Covid-19 dan cuaca ekstrim di
berbagai wilayah termasuk Indonesia. Pada tahun 2021 yang lalu, Indonesia
telah turut berkomitmen melalui Paris Agreement untuk menurunkan emisi
gas Rumah Kaca sebagai respon cepat atas perubahan iklim global.
Indonesia merupakan kekuatan terbesar ekonomi di Asia Tenggara,
sehingga sangat diharapkan komitmen dan kontribusinya terhadap target
global zero emisi (0 emisi) pada tahun 2060.° Komitmen tersebut telah
dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim Indonesia 2020-
2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
serta Road Map Adaptasi Iklim.*

Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk
mengimplementasikan gagasan ekonomi hijau sebagai sebuah kebijakan
strategis nasional. Melalui program ekonomi hijau yang lebih inklusif,
pemerintah Indonesia mengheardpkam (apat segera mengatasi persoalan
ketidakpastian | berupa rpandemi dan ‘perubakan’ iklim.® Bagi pemerintah
Indonesia, ekonomi hijau merupakan sebuah kunci utama dalam percepatan
pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional saat ini dan dimasa
mendatang karena tidak mengorbankan inklusifitas sosial dan kelestarian
lingkungan.Program ekonomi hijau adalah sebuah program multi aktor atau
melibatkan berbagai stakeholder, menggabungkan berbagai sumber

2 https://www.uii.ac.id/eksploitasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/, diakses pada tanggal 5
Oktober 2022, Pukul 19.02 WIB.
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-sambut-investasi-asing-ke-sektor-
ekonomi-hijau, , diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 19.20 WIB
https://iesr.or.id/agenda-iesr/peluncuran-dan-diskusi-climate-transparency-report-2021-
mengangkat-ambisi-iklim-untuk-mencapai-keadilan-iklim-dan-pertumbuhan-ekonomi-hijau-
pasca-pandemi, , diakses pada tanggal 20 April Pukul 19.20 WIB
° https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-akan-lanjutkan-komitmen-ekonomi-hijau/, ,
diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 19.20 WIB
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pendanaan, melibatkan kontributor investasi di berbagai sektor dan tingkatan
(kabupaten, provinsi dan nasional) serta menggunakan instrument kebijakan
ekonomi yang inovatif guna mengurangi beragam resiko.°

Menurut pemerintah dalam hal ini Bappenas, ekonomi hijau tidak
semata terkait laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga kualitas pertumbuhan,
yaitu pertumbuhan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan
lingkungan sehingga meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kerangka
Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dikembangkan oleh pemerintah dan
stakeholder lainnya, mengartikulasikan lima hasil yang diharapkan yaitu
Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, Pertumbuhan yang inklusif
dan adil, Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, Ekosistem penyedia
jasa yang sehat dan produktif serta Pengurangan emisi gas rumah kaca.’

Oleh karena itu ditengah situasi yang serba tidak pasti tersebut,
diperlukan terobosan atau inovasi diberbagai sektor termasuk pertanian guna
meningkatkan ekonomi masyarakai- Inovasi diperlukan untuk meminimalisir
kerugian sebagai dampak dar Pandemi Covid 19. Situasi Pandemi covid-19
seharusnya menjadi momentum mencari peluang untuk melakukan
transformasi pertanian.

Salah satu strategi inovatif untuk mengoptimalkan produk pertanian
yang dapat diterapkan adalah dengan ekonomi sirkuler pada lahan
pertanian. Ekonomi sirkular meripakan konsep pertanian yang tidak
pertanian ansich! namun®uga memadukansafac Menerapkan penanganan
masalah lingkungan, ramah lingkungan seperti penanggulangan dan
pengelolaan limbah untuk pengembangan bisnis. Ekonomi sirkular
merupakan inovasi pengelolaan pertanian dengan konsep urban farming
yang sesuai dengan era kekinian yang dijejali dengan kemajuan teknologi
informasi, dimana terjadi tranformasi besar-besaran dari yang serba tatap
muka menjadi tatap maya atau daring. Dengan ekonomi sirkuler pertanian

nantinya juga akan dipadukan dengan eduwisata yang saat ini sedang

6 https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-sambut-investasi-asing-ke-sektor-

ekonomi-hijau, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 19.20 WIB

http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Mewujudkan-Pertumbuhan-
Ekonomi-Hijau-di-Indonesia-Peta-Jalan-untuk-Kebijakan-Perencanaan-dan-Investasi-versi-
lengkap.pdf
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mengemuka. Dengan demikian para petani juga akan meningkat
perekonomiannya, secara langsung juga akan meningkatkan ketahanan
pangan nasional.

Ekonomi sirkular mengedepankan model community empowerment,
dimana paradigma pembangunan yang dilakukan adalah untuk pemerataan
ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berada didalam
rantai ekonomi serta akomodasi kearifan lokal dalam pembangunan
ekonomi. Melalui pendekatan ini, diharapkan juga akan menumbuhkan
added value dalam setiap produk ekonomi sehingga semakin berkualitas dan
memiliki daya saing. Ekonomi Sirkular juga sangat peduli dengan lingkungan
atau ramah lingkungan. Pendekatan ini dikedepankan dengan tidak hanya
menekankan profit namun abai lingkungan. Justru profit yang diperoleh juga
harus selaras dengan bagaimana upaya menjaga kelestarian lingkungan
secara berkelanjutan.

Dalam sebuah kesempatan-mantan Presiden SBY pernah mengatakan
bahwa kita sudah terlalu lama menggunakan prinsip pembangunan dengan
beroientasi pada manusia saja (Auman centered development), sehingga
sudah saatnya hijrah kearah pemb&angunan yang berorientasi pada manusia
sekaligus lingkungan, human centered, environmentally sensitive
development. Untuk itu, menurut mantan presiden SBY terdapat enam
kunci penentu keberhasilan, wenerapain .ekonomi hijau yaitu political will
pemerintah, regl!asifiyang tepat, nvésiasi ™~ hijau (green bussines),
pendidikan untu semua, kontribusi dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
kerjasama global.®

Pemerintah Indonesia saat ini telah menjadikan ekonomi sirkuler
sebagai jalan keluar dari krisis akibat Pandemi Covid-19 dengan
menerapkan prinsip 5R yaitu Reduce, Reuse, Recover, Recycle, Revalue,
artinya mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memulihkan
dan memberikan nilai tambah. Pemerintah mengharapkan melalui program
ini akan memunculkan 1000 perusahaan baru dan menyerap lebih dari tiga
juta tenaga kerja dengan target kontribusi sebesar 200 trilyun rupiah serta

https://www.itb.ac.id/berita/detail/5038/prof-dr-h-susilo-bambang-yudhoyono-kampanyekan-
ekonomi-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan, diunduh pada tanggal 30 Mei 2022 Pukul
18.56 WIB.
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mampu mengurangi 50% sampah dan 41% efek rumah kaca pada tahun
2030.°

Pandemi covid-19 telah menyisakan banyak persoalan tidak hanya
kesehatan dan ekonomi namun juga masalah lingkungan dimana saat ini
penggunaan hand sanitizer, masker, sarung tangan berkontribusi pada
peningkatan sampah plastik. Demikian pula kebiasaan baru berbelanja
online meningkatkan sampah plastik menjadi dua kali lipat disbanding
sebelumnya. belum lagi limbah medis yang menurut laporan dari
Kementerian Lingkungan Hidup telah mencapai angka 1.662,75 ton (per
oktober 2020) yang tentunya membahayakan lingkungan dan kesehatan

masyarakat.'°

2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalahnya adalah
Bagaimana Strategi Penerapan Ekonomi Sirkular Di Bidang Pertanian
Guna Mendukung Kebijakan Ekenomi Hijau?
Dari rumusan masalah di- ates, maka pertanyaan- pertanyaan kajian
yang akan dijawab dalam taskap ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana Arah Dan Kebijakan Ekonomi Sirkular Di Bidang
Pertanian Guna Mendukung Kebijakan Ekonomi Hijau?
b. Faktor Apa Saja Yangemadi Pendukung Maupun Penghambat
Penerapan Ekdnomi SirkulerDi'Bidand Pertanian?
c. Bagaimana Implementasi Strategi Ekonomi Sirkuler Bidang

Pertanian Guna Mendukung Kebijakan Ekonomi Hijau?

3. Maksud Dan Tujuan
a. Maksud

® Kementerian PPN/Bappenas, "Ekonomi Sirkular untuk Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang”, 7
Oktober 2020, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ekonomi-sirkular-untuk-
pertumbuhan-ekonomijangka-panjang/, diunduh pada tanggal 30 Mei 2022 Pukul 18.59 WIB.

10 Katadata.co.id, "Limbah Medis Akibat Covid-19 Tercatat Capai 1.662,75 Ton”, 13 November
2020, https:// katadata.co.id/sortatobing/berita/5fae2113c8020/limbah-medis-akibat-covid-19-
tercatat-capai-1662-75-ton
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Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan
rekomendasi tentang strategi penerapan ekonomi sirkular di bidang

pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi hijau.

Tujuan

Taskap ini disusun dengan tujuan memberikan kontribusi berupa
sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada
pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait
dengan penerapan ekonomi sirkular di bidang pertanian guna
mendukung kebijakan ekonomi hijau

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap mengenai Penerapan Ekonomi
Sirkular Bidang Pertaniai. Guna Mendukung Kebijakan Ekonomi
Hijau dengan dibatasi pada masa sebelum Pandemi Covid-19 dan
pasca pandemi covid-19 dengam Best Practice penerapan Ekonomi
Sirkular pertanian di beberapa negara atau daerah.

Sistematika

1) Bab | - Pendah®lbam, meliputi latar belakang yang
menggambaikan ~secara singkatMbagaimana- urgensi  ekonomi
sirkular saat ini guna mendukung kebijakan ekonomi hijau.
Ekonomi sirkular merupakan konsep pertanian tidak pertanian
ansich, namun juga memadukan atau menerapkan penanganan
masalah lingkungan, ramah lingkungan seperti penanggulangan
dan pengelolaan limbah untuk pengembangan bisnis. Dalam Bab
ini juga diuraikan rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang
lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.

2) Bab Il — Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan- rujukan dan landasan
teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari
peraturan perundangan- undangan, data dan fakta, kerangka

teoretis, serta lingkungan strategis.



3) Bab Ill - Pembahasan, merupakan pembahasan data data yang
terkait dengan pertanyaan pertanyaan kajian beradasarkan teori
dan peraturan perundang undangan yang relevan, untuk bisa
dipeoleh faktor penyebab masalah (akar masalah) dan cara
mengatasinya.

4) Bab IV — Penutup, berisi simpulan dari penelitian yang telah
dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak

terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam taskap ini ialah metode
analisis kualitatif/deskriptif. Metode ini menekankan pada pengumpulan
dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian
literatur (studi kepustakaan)- dari data sekunder. Analisis untuk

perumusan kebijakan dilakukan dengan mempergunaan metoda SWOT

Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan
nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka
teoretis dan dasar- -dasar ,egulasi yang berlaku dengan tetap

meneermai pengalL-perkembangan lingkungan strategis.

6. Pengertian

a.

Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan
merupakan perbuatan untuk menerapkan. Sementara itu menurut
pendapat beberapa ahli, penerapan adalah upaya perbuatan oleh
seseorang atau kelompok secara terencana mempraktekkan sesuatu
baik itu teori, metode ataupun cara lainnya guna mencapai tujuan

tertentu.!

1 https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&i
sAllowed=y



Ekonomi Sirkular

Menurut Winanns'? ekonomi sirkuler adalah konsep ekonomi sebagai
jawaban atas pembangunan ekonomi dengan prinsip pengurangan
penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Poin utama dari
ekonomi sirkuler adalah pemanfaatan barang produksi dengan maksud
mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan dan
Sumber Daya Alam. Sementara itu menurut Kircherr,™® ekonomi sirkuler
adalah ekonomi dengankonsep utama pengurangan, daur ulang,
perbaikan materi dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi
baik dalam level mikro (perusahaan, konsumen) meso (ekoindustrial)
maupun makro (kota, negara) dengan tujuan pencapaian ekonomi
berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan
ekonomi dan keadlian sosial

Kebijakan Ekonomi Hijau

Menurut United Nations Egwironment Programme (UNEP), ekonomi
hijau adalah kebijakan ekenomi untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat yang berkeadilan, dengan prinsip pengurangan resiko
lingkungan dan dilanggarnya ambang ekologis. Ekonomi hijau dalam
pengertian ringkas adalah ekonomi dengan emisi karbon rendah (low
carbon), hemat sumber daya (resource efficient) dan inklusif (social
inlucive).*

Pertanian

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha
tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber
daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan,

dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk

2 Winans K, et.al (2017). The History and Current Applications of The Circular Economy
Concept. Renewable and Sustainable Energy Reviews 68 (2017) 825—-833

13 Kirchherr,

Julian, Denise Reike, Marko Hekkert (2017). Conceptualizing The Circular

Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation & Recycling 127
(2017) 221-232
1 http//:www.greeeconomis.net, diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.12 WIB.



mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat.'®

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah penggalian dan pengembangan potensi yang
dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau
iklim yang memungkinkan potensi berkembang (enabling); kedua,
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (empowering); dan ketiga,
memberdayakan mengandung pula arti melindungi.*®

Inovasi

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam
produk atau proses produksi.

Produktivitas

Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan Kkaitan
antara keluaran atau hasil yangdicapai dengan sumber atau masukan
yang digunakan untuk meneapai hasil (J Sadiman: 1983). Dengan kata
lain, produktivitas menggambarkan kaitan antara tingkat efektivitas
yang dicapai dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (J. G.
Belcher Jr.: 1984)

1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan, , diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.15 WIB.

'® Kartasasmita, Ginandjar. 2003. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang
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berakar pada masyarakat. Jakarta
https://sites.google.com/site/operasiproduksi/Pengertian-Definisi-Cara-Menghitung-Dampak-
Produktivitas


https://sites.google.com/site/operasiproduksi/Pengertian-Definisi-Cara-Menghitung-Dampak-Produktivitas
https://sites.google.com/site/operasiproduksi/Pengertian-Definisi-Cara-Menghitung-Dampak-Produktivitas

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintahan di
berbagai negara termasuk Indonesia pasca pandemic covid-19. Pemerintah
Indonesia memiliki komitmen untuk tidak sekedar memulihkan ekonomi
seperti sebelum krisis, namun lebih dari itu untuk mewujudkan pencapaian
kondisi ekonomi yang jauh lebih baik (build back better). Salah satu upaya
untuk merealisasikan asa tersebut adalah dengan melakukan transformasi
kebijakan ekonomi ke arah ekonomi yang lebih hijau atau ekoniomi sirkuler.

Ekonomi Sirkuler adalah pola ekonomi yang focus pada reducing,
reusing dan recycling yang tujuannya untuk mengurangi limbah dan
konsumsi Sumber Daya Primer. Strategi transformatif menuju ekonomi
sirkuler sangat penting bagi Indonesia karena memberikan efek yang positif
dalam jangka panjang tidak hanya aspek ekonomi semata tetapi juga
lingkungan hidup dan sekior pembangunan lainnya. Transformasi ekonomi
sirkuler selain meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia juga akan
menciptakan peluang terbukanya 4,4 juta lapangan kerja baru. Selain itu
strategi peralihan ini juga akan herkontribusi pada pengurangan emisi Gas
Rumah Kaca sepesal 29%padan tahun2030,

Pemeriniah telahl menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024 sebagai sebuah mailstone atau tahapan
pembangunan nasional yang mencanangkan konsep pembanmgunan
rendah karbon atau NDC pada tahun 2030. Dalam dokumen pembangunan
tersebut telah ditetapkan lima sektor yang menjadi prioritas utama yaitu
pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengembangan industri hijau,
inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan, pengembangan
lahan berkelanjutan serta pengelolaan limbah terpadu.

Tentunya upaya untuk menuju transformasi ekonomi sirkular tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa tantangan yang harus

dihadapi diantaranya adalah kapasitas kelembagaan, teknologi dan akses

10
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finansial. '® Dalam bab ini akan dibahas mengenai kerangka kebijakan,
kerangka teoritik, data dan fakta serta lingkungan strategis penerapan
ekonomi sirkular di bidang pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi

hijau.

8. Peraturan Perundangan

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang
telah mencabut Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 Tentang
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terutama dalam Pasal
31 mengatur tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang
mana pemerintah diwajibkan untuk memprioritaskan cadangan pangan
nasional dan produksi dalam negeri sebelum melakukan impor pangan
guna pemenuhan ketersediaan pangan nasional. Regulasi ini
memberikan pengaturan peneipataan lapangan kerja sekaligus juga

mengatur perlindungan lahan pertanian agar sinergi beriringan.*®

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Regulasi ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan
pengelolaan lingkungam Ahidlp: 4, Dalam Undang-undang tersebut
dijelaskan bahwaméonesia sebagai'netara yang memiliki garis pantai
terpanjang  kedua didunia setelah Kanada memiliki kekayaan
keanekaragaman hayati yang melimpah sehingga perlu dilindungi dan
dikelola melalui sebuah sistem perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi baik dari aspek
ekonomi, sosial, ekologi baik didarat, laut dan udara berdasar atas
wawasan nusantara. Undang-undang tersebut juga mengamahkan

bahwa negara, pemerintah dan seluruh stakeholder berkewajiban

18 https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3328/pemerintah-mendorong-ekonomi-sirkular-bagi-

pencapaian-nationally-determined-contribution-indonesia, , diunduh pada tanggal 29 Juli 2022
Pukul 20.29 WIB.

https://www.liputan6.com/news/read/4395109/uu-cipta-kerja-dinilai-bisa-lindungi-lahan-dan-
sejahterakan-petani, , diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB.

19


https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3328/pemerintah-mendorong-ekonomi-sirkular-bagi-pencapaian-nationally-determined-contribution-indonesia
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3328/pemerintah-mendorong-ekonomi-sirkular-bagi-pencapaian-nationally-determined-contribution-indonesia
https://www.liputan6.com/news/read/4395109/uu-cipta-kerja-dinilai-bisa-lindungi-lahan-dan-sejahterakan-petani
https://www.liputan6.com/news/read/4395109/uu-cipta-kerja-dinilai-bisa-lindungi-lahan-dan-sejahterakan-petani
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melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan sehingga menjadi sumber penghidupan

rakyat Indonesia serta seluruh ekosistem atau mahluk hidup lainnya.?°

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah
Regulasi ini menjelaskan perlunya perubahan paradigama terhadap
sampah. Bahwa sebagian besar masyarakat selama ini menganggap
sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, padahal tidak
demikian bahwa sampah ternyata merupakan sumber daya yang dapat
dimanfaatkan. Sampah merupakan sumber daya yang bernialai
ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk kompos, energi, pupuk hingga
bahan baku industri. Regulasi ini mengatur tentang pengelolaan
sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, kemudian pengangkutan

dilanjutkan pengolahan hingga pemrosesan akhir,?*

d. Peraturan Pemerintan Nemor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 dan pasal 185 UU
Cipta Kerja yang mana secara khusus mengatur tentang
Penyelenggaraan Perlindunganydan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagal upayalsistématis dan terpadudgtina: pelestarian lingkungan
serta mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang
dimulai dari perencaan, pemanfaatan pengendalian, pengawasan,
pemeliharaan hingga penegakan hokum. Regulasi ini juga mengaturr
tentang penguranngan, pemanfaatan hingga system tanggap darurat
limbah.

%0 Jatna Supriatna, 2021. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia (YPOI), him.520, , diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.45 WIB.

2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008, , diunduh pada tanggal 29
Juli 2022 Pukul 20.1°5 WIB.


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008

13

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024
Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa salah satu
agenda prioritas nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu,
terdapat agenda prioritas lainnya yaitu membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim diantaranya
melalui pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang mana tiga sektor
diantaranya terkait ekonomi sirkular yaitu pembangunan energy

berkelanjutan, pengelolaan limbah dan pengembangan industri hijau.??

9. Kerangka Teoritik
a. Kerangka Teori
1) Teori Pembangunan
Dalam perspektif pembangtnan modern untuk mengukur suatu
kemakmuran dibutuhkan Beberapa indicator yang tidak tunggal
sebagaimana klaim ekonomt tradisional. Teori Ekonomi Modern juga
menganalisa bagaimana pengentasan garis kemiskinan, ketimpangan
distribusi pendapatan, pengangguran dan dethronement of GNP.
Setidaknya terdapat tiga tadicator _uniuk menilai keberhasilan
pembangunan yaitﬁ pertama, Ketahanari (Sustenance) berupa
kapasitas dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan,
papan, kesehatan dan sebagainya) guna mempertahankan hidup.
Kedua, Self esteem atau harga diri, yaitu pembangunan pada dasarnya
tidak sekedar membangun material, tetaapi lebih penting dari itu adalah
bagaimana memanusiakan manusia atau membangun manusia,
menjadikan kebanggaan bagi masyarakat yang dibangunnya.
Ketiga, Freedom from servitude bermakna bahwa dalam pembangunan

yang dilaksanakan oleh dan untuk manusia tersebut harus didasarkan

22 https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/, diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.47 WIB.


https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/
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pada prinsip kemerdekaan dan kebebasan dalam berpikir, berperilaku,

serta turut berpartisipasi baik aktif maupun pasif.?®

2) Teori Pertanian Berkelanjutan (sustainable agricultural)
Menurut Mary V.Gold, pertanian berkelanjutan atau sustainable
agricultural adalah pertanian yang memadukan tiga prinsip pokok yaitu
pertanian yang menguntungkan, pengamanan lingkungan pertanian
yang mensejahterakan. Pertanian berkelanjutan memiliki satu kunci
yaitu manfaat pertanian tidak hanya bagi petani namun juga konsumen
atau masyarakat umumnya. Sementara itu menurut Francis dan
Youngberg pertanian berkelanjutan merupakan pertanian dengan
filosofi berbasis pada tujuan manusia untuk mengatasi dampak jangka
panjang terhadap lingkungannya dengan menekan kerusakan
lingkungan, menjaga produktifitas pertanian, peningkatan kelayakan
ekonomi serta pemelinataan. kualitas hidup dan kemantaban

komunitas.?*

3) Konsep Ekonomi Sirkular

Konsep Ekonomi Sirkular mulai trending semenjak adanya
pandemic covid-9. Setidaknya terdapat tiga alasan urgensi
implementasi  ekonor W sitktlan, 4 pertama bahwa kemajuan ilmu
pengetahuan "seherfi genetika danmikrebiofogi telah turut memicu
revolusi bioteknologi pertanian dan menjadikan bibit dan benih menjadi
semakin penting. Kedua, keberadaan pasar modern seperti
supermarket menjadi arena transformasi pertanian ke makanan. Ketiga,
sektor pertanian menjadi semakin penting dan berperan dalam
penurunan kemiskinan. Sebuah ekonomi sirkular adalah sebuah model
yang saling mendukung (simbiosis mutualisme) untuk seluruh
stakeholder di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan,

menempatkan perubahan lingkungan, menempatkan perubahan

% Kuncoro, Mudrajat, 2003. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Unit
Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

% Jatna Supriatna, 2021. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Februari 2021.him.379
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lingkungan dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru di waktu yang
bersamaan.Konsep ekonomi sirkular selain mengutamakan adanya
value added dalam konteks ekonomi, lebih-lebih didukung pula
berdasarkan community-based community empowerment, Aktivitas
mendukung pemberdayaan komunitas dan manajemen lingkungan
yang terintegrasi.”®

Menurut Geissdoerfer, dalam The Circular Economy A New
Sustainability Paradigm, ekonomi sirkular adalah sistem regenerative
yang meminimalisir penggunaan resoueses, emisi, limbah dan over
energy dengan cara menutup, mempersempit atau memperlambat
siklus material dan energy melalui redisain sumber daya berkelanjutan,
reusing, perbaikan, daur ulang yang tahan lama. Ekonomi sirkular
berbeda dengan ekonomi linier yang mendayagunakan sumber daya
sebagai produksi yang kemudian berakhir dengan limbah yang
degeneratif. Tiga prinsig. gdalam ekonomi sirkular sebagaimana
dikemukakan oleh Ellen MeArthur Foundation yaitu pertama ekonomi
sirkular di desain guna menghilangkan polusi dan limbah. Kedua, dalam
ekonomi sirkular material dan produk dapat terus digunakan. Ketiga,
ekonomi sirkular menerapkan sistem pendayagunaan sumber daya
alam regenerative.

Prinsip  tersebut~ wajib’ @iterapkan dalam ekonomi sirkular
mengingat ' pentingnda memelihara Ketérseriaan hahan baku industri
seiring dengan terus bertambahnya populasi manusia. Sebagaimana
direkomendasikan Parlemen Uni Eropa melalui situs resminya,
Europarl.europa.eu, ekonomi sirkular juga berdampak pada
ketidaktergantungan satu negara kepada negara lainnya sebagaio
akibat menipisnya bahan baku. 26

4) Konsep Ekonomi Masyarakat

2 Wong. (2007) dalam Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi Dalam Pembangunan
Pertanian. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian: 113-114
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-
yang-bisa-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan, , diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul
20.48 WIB.

26


https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-yang-bisa-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-yang-bisa-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan
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Ekonomi memiliki arti sebagai rangkaian usaha manusia untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya melalui aktifikas produksi, distribusi
dan konsumsi guna mencapai kemakmuran. Sementara itu masyarakat,
menurut Alvin L. Betrand adalah sekelompok manusia dengan identitas
yang sama yang hidup bersama secara harmonis dan teratur dalam
satu tujuan tertentu.’’ Dengan demikian ekonomi masyarakat adalah
rangkaian usaha sekelompok manusia yang hidup bersama secara
harmonis dan teratur untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui
aktifikas  produksi, distribusi dan konsumsi guna mencapai

kemakmuran.

5) Teori SWOT Analisis

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis
yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength), kelemahan
(Weakness), peluang (Oppertunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi
produk sendiri maupun pesaing: Untuk melakukan analisis, ditentukan
tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis.
Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal,
sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor

eksternal. 2

10. Data dan Fakta
Pembangunan berkelanjutan pertamakali dicetuskan setelah Thomas
Malthus pada tahun 1798 menghawatirkan akibat ledakan penduduk yang
pesat yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam.
Pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan Sumber Daya
Alam, arus barang dan jasa yang diproduksi dari SDA yang terbatas tidak
akan bisa berkelanjutan atau suistainable. Isu dan wacana terkait

pembangunan berkelanjutan dalam perkembangannya dikitkan dengan isu-

" Abdul Syani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, (Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995),
him. 84.

?® Freddy Rangkuty, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis,Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama. 19.
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isu lingkungan. Menurut Emil Salim, di Amerika, musim semi menjadi sunyi,
dimana pestisida yang digunakan dalam pertanian tidak hanya membunuh
nyamuk, tetapi juga serangga penyerbuk, burung pemakan serangga,
mamalia pemakan burung, ular, elang serta hewan lainnya sehingga rantai
makanan dan ekosistem hancur. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka
tidak lama lagi juga akan mengancam eksistensi dan populasi manusia.?

Berbagai bencana alam yang menimpa dunia dalam beberapa dekade
terakhir sebagai akibat polusi yang meningkat, hujan asam, serta kerusakan
hutan, laut serta kerusakan alam lainnya, menyadarkan masyarakat global
untuk segera melakukan sesuatu pencegahan menuju kerusakan yang lebih
dahsyat. Para pemimpin dunia baik yang formal maupun nonformal, berbagai
NGO hingga organisasi dunia seperti PBB telah menmbuat kesepakatan-
kesepakatan internasional melalui pertemuan-pertemuan tingkat tinggi
dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1) UN Conference on The Human Environtment (Stockhol, 1972)

2)  Bruntind Commision Report (1983)

3) Our Common Future (1987)

4)  Earth Summit (1982)

5) Rio Declaration on Environtment and Development (1992)

6) Agenda 21 (1992)

7) Convention on BiglegicalDiversity (1992)

8) ICPD'Programmme-of Action (1094)N

9) Lisbon Principles (1997)

10) Earth Charter (2000)

11) UN Milleniu Declaration (2000)

12) KTT Pembangunan Berkelanjutan /Rio+10 (2002)

13) Rio+20 (2012)

Dalam perkembangannya, gagasan pembangunan berkelanjutan tidak
hanya berkumandang di level internasional, tetapi juga menggema
diseluruh wilayah regional, nasional bahkan lokal. Pemerintah Indonesia
melalui Presiden SBY telah mencanangkan KTT Pembangunan

? salim, E, 2010. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Hadapi Perubahan Iklim Seperti
Berperang, Prisma Resource Center. Dalam Jatna Supriana, 2021. Pengelolaan Lingkungan
Berkelanjutan, , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, him.23
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Berkelanjutan pada tahun 2013 yang bersamaan dengan pertemuan APEC
di Bali.

Konsep pembangunan berkelanjutan pada awalnya dikembangkan
dalam pengelolaan hutan dan perikanan tangkap: konsep suistainable cut
dan suistainable yield. Konsep suistainable cut dapat diartikan sebagai
pengelolaan hutan yang prinsipnya menebang hutan tetapi tidak
menyebabkan kerusakan berat hutan tersebut. Bahkan diharapkan hanya
spesies kayu tertentu yang dapat dipanen sehingga kelestarian hutan dapat
dijamin. Sama halnya danau dan sungai, prinsipnya serupa agar hasil
tangkapan tidak melebihi daya dukung lingkungannya. Sehingga kayu dan
ikan masih dapat dipanen secara terus menerus tetapi tidak menimbulkan
kerusakan berarti bagi lingkungan dan ekosistemnya.

Terdapat tiga dimensi pembangunan berkelanjutan menurut WCED
yaitu:

1) Ekonomi, berupa pendapatan optimum dan pemeliharaan atau
peningkatan cadangan modal
2) Ekologis, berupa pemeliharaan daya tahan dan kekuatan sistem
iologis dan fisik
3) Soasial budaya, berupa pemeliharaan kemantapan sistem sosial
budaya
a. Paradigma Ekonomi sirk@lar
Indonesia 'saatiimi Amasih dalam: presés“menuju- transformasi dari
ekonomi linear ke sirkuler. Sistem ekonomi linier merupakan model ekonomi
yang tidak berkelanjutan dengan pendekatan ambil-pakai-buang guna
memaksimalkan keuntungan. Model ekonomi sirkuler merupakan model
ekonomi yang berkelanjutan dengan upaya memperpanjang siklus hidup
produk, sumber daya, bahan baku yang ada agar dapat digunakan selama
mungkin dengan prinsip pengurangan limbah dan polutan, regenerasi system
alam serta penjagaan produk dan material terpakai selama mungkin.°
Kebijakan ekonomi sirkular telah dicanangkan pemerintah Indonesia
dan termaktub dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang menjadi bagian dari

%0 https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/, diunduh pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul 19.22 WIB, ,
diunduh pada tanggal 29 Juli 2022 Pukul 20.55 WIB.
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agenda prioritas nasional pertama dan keenam. Agenda prioritas nasional
pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan yang
berkeadilan dan berkualitas. Sedangkan agenda prioritas nasional keenam
adalah pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan
iklim. Program ekonomi sirkular dalam agenda prioritas nasional keenam
berada dibawah paying Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang tidak lain
merupakan bagian dari upaya pencapaian ekonomi hijau dengan lima sektor
prioritas. Dari kelima sektor prioritas tersebut, tiga dianytaranya berkait erat
dengan ekonomi sirkular yaitu pembangunan energy berkelanjutan
pengelolaan limbah dan pembangunan ekonomi hijau. Keterkaitan tersebut
terlihat dari penerapan ekonomi sirkular yang mengutamakan penggunaan
energy terbarukan, pengurangan timbulan limbah yang dihasilkan dan
dibuang serta industry yang ramah lingkungan.®
b. Urgensi Ekonomi Sirkular

Berdasarkan laporan yang ditilis oleh kementerian PPN/Bapennas yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark dan United Nations
Development Programme (UNDP) Indonesia , bahwa Ekonomi sirkular
apabila diterapkan akan memberikan manfaat pada tahun 2030 sebagai
berikut: pertama, ekonomi sirkular berpotensi menambah Produk Domestik
Bruto Indonesia sekitar 500 sampai dengan 632 trilyun rupiah. Kedua,
berpotensi membuka lebih g¢an 4idhjuiaslapangan kerja baru terutama untuk
perempuan._dalamrangkd pengarusutamdan!'gender. Ketiga, menurunkan
129 juta ton emisi karbondioksida. Keempat mengurangi 18 sampai dengan
52 % limbah disektor prioritas. Kelima, menghemat 6,3 milar meter kubik
air.>

Saat ini setiap tahunnya kita telah membuang 300 juta ton plastik, lebih

dari 50 juta ton sampah elektronik dan sepertiga dari semua makanan yang
diproduksi.

Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian PPN/Bappennas yang
bekerjasama dengan UK-FCDO, ditemukan bahwa timbulan Food Loss and

Waste (FLW) di Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019

3 https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/, diunduh pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 20.21 WIB.
s https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/, diunduh pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 20.21 WIB
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sebesar 23-48 juta ton atau sekitar 115-184 kg per kapita pertahun dimana
timbulan terbesar ada pada subsektor pangan, padi-padian. Sedangkan yang

paling tidak efisien adalah sayur-sayuran.

Food Loss Food Wast

Pascapanendan '\ Pemrosesandan '\ Distobusi dan

Penyimpanan Pengemasan Pemasaran

Sumber: https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/

FLW dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak ekonomi yang
setara dengan 213 sampai dengan 551 trilyun rupiah atau setara dengan 4
sampai dengan 5 persen PDB Indenesia. Dampak lainnya adalah terjadinya
kehilangan kandungan energi dari FLW sejak tahun 2000 sampai dengan
tahun 2019 setara dengan porsi mekanan untuk 61 sampai dengan 125 juta
orang atau sekitar 29 sampai“d A an 47 % populasi Indonesia. Selain itu
selama 19 tahun sejak tahun 2000 tersebut FLW telah menyumbang
pemanasan global atau GRK sebesar 1.702,9 Mega Ton karbondioksida.*
Dengan demikia_r'g"h manfaa]ff@ﬁ&%mmsir%ular dalam_jangka panjang akan
sangat si.giﬁkalt_r_{-‘ sr?e éﬁf"%agl kelestarlan"“%[}I o AI gan peradaban manusia
(generasi mendaEang).

11. Lingkungan Strategis
a. Lingkungan Global
Ekonomi sirkular secara global telah diterapkan dibeberapa
negara uni eropa, salah satu negara yang telah menerapkannya adalah
Swedia yang menerapkan pengelolaan sampah plastik yang telah
mencapai 53% dalam prosentase daur ulang. Negara lainnya adalah

Denmark yang menerapkan kebijakan pajak bagi perusahaan yang

% https://lcdi-indonesia.id/ekonomi-sirkular/, diunduh pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 20.21 WIB
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membuang limbah. Denmark juga mengembangkan program pasar
untuk barang bekas dan limbah serta penelitian dan pengembangan
data terkait hal tersebut. Melalui program tersebut Denmark berhasil
mendaur ulang 53% limbahnya pada tahun 2022 ini. Salah satu
perusahaan swasta lego, menyambut baik program pemerintah
Denmark tersebut dengan menjual limbah plastiknya sebagai bahan
pembuatan karpet dan peralatan berbahan plastik lainnya.®*

Belanda menjadi contoh negara yang sukses menerapkan
pertanian sirkular, saat ini Belanda merupakan produsen pangan
terbesar kedua didunia. Belanda membangun perekonomiannya di
sektor pertanian, holtikultura dan perikanan yang di integrasikan
dengan sektor lainnya seperti eksportir, bank serta perusahaan-
perusahaan yang memproses bahan mentah menjadi produk siap
konsumsi di semua level baik hotel-hotel besar maupun rumah tangga.

Kebijakan sektor perianian di Belanda menekankan penerapan
SDGs melalui kewirausahaan yang mapan, pengalaman penggunaan
teknologi efesien, serta riset yang berkelanjutan di berbagai perguruan
tinggi di Belanda. Hampir semua perusahaan di Belanda telah memiliki
komitmen untuk mengurangi emisi karbondioksida tidak sampai 3,5
megaton pada tahun 2030 melalui Climate Ageement. Rantai pasok
supply chain yang lebim nendek,akan meminimalisir biaya produksi
sekaligus| mendekakatkan produsenvidénaan konsu men. Salah satu
kunci keberhasilan Belanda adalah dengan mendayagunakan dan

melibatkan seluruh stakeholder terkait.®

b. Lingkungan Regional
Sebagaian negara-negara di Asia juga telah sukses menerapkan
ekonomi sirkular yaitu Jepang, China dan India. Di Jepang, proses daur
ulang bahkan sudah menembus angka 98 % dari limbah besinya. Kunci

keberhasilan pemerintah Jepang bekerjasama dengan sektor swasta

3 https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-

yang-bisa-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan, diunduh pada tanggal 30 Juli 2022 Pukul
20.21 WIB
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untuk menjalankannya. Sementara itu, dalam lingkup regional Asia
Tenggara hingga saat ini belum ada satu negarapun yang menerapkan
ekonomi Sirkular kecuali Jepang, China dan India.*®

China saat ini telah membangun Zona Tinggi Pertanian
Changchun dengan menjadikan Pertanian Sirkular Hijau sebagai
program utamanya dengan Jagung sebagai komoditas unggulannya.
Pemerintah China juga berkolabporasi dengan Lembaga Riset
Perguruan Tinggi untuk mensukseskan program tersebut. Konsep
program Pertanian Sirkular Hijau tersebut adalah satu inti, satu sabuk,
enam pangkalan. Kawasan iknti seluas 9,86 kilometer persegi berada di
kawasan Gongzhuling. Program sirkular hijau di China tersebut juga
memamerkan pengembangan bibit berkualitas tinggi yang meliputi
seluruh rantai industry jagung. Rencananya di daerah terebut juga akan
dibangun Taman Pameran Pertanian Modern, kewirausahaan dan
inovasi teknologi tinggl peitanian, mesin pertanian yang smart serta

industry pengolahan jagung.®*

c. Lingkungan Nasional

Indonesia akan menjadi negara di Asia Tenggara yang
menerapkan ekonomi sirkular. Indonesia saat ini tengah menjalin
kerjasama dengan Denmardan WINDP untuk merealisasikan penerapan
ekonemi sirkular Kefdasama tersebui'telah- chnulai sejak bulan Februari
tahun 2020 dan ditargetkan ekonomi sirkular akan terealisasi pada
tahun 2024 mendatang. Denmark, melalui UNDP telah
menggelontorkan dana sebesar US$ 540 ribu untuk membantu
Indonesia dalam transisi menuju ekonomi sirkular.

Menindaklanjuti kebijakan dan program ekonomi sirkular
tersebut, salah satu perusahaan swasta di Indonesia, Unilever

Indonesia telah meluncurkan program Bank Sampah. Sampai dengan

% https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-

yang-bisa-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan, diunduh pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul
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Tahun 2019, program Bank Sampah Unilever Indonesia telah
menyerap lebih dari 12487 ton sampah non organic. Unilever juga
tengah menjalin kerjasama pengelolaan sampah tersebut dengan
mendaftakan pada platform Google My Bussines untuk memudahkan
pencarian atau akse lokasi bank sampah dengan Google Maps. Selain
itu, Unilever Indonesia juga tengah menyiapkan strategi less plastik,
dengan mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang, sebagai
contoh adalah kecap yang diproduksi PT Unilever dengan
menggunakan kemasan dari botol daur ulang. *

Kebijakan ekonomi sirkular apabila ditinjau dari perspektif
astagatra adalah sebagai berikut: pertama, dari aspek ideologi,
ekonomi sirkular selaras dengan ideology pancasila, khususnya Sila
ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna sila
pertama menurut Jimly Asahiddigie bahwa dorongan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan derajat dan kualitas
manusia. Oleh karena itu, sila pertama mengajak manusia untuk
mengembangkan etika sosial. *® Salah satu implementasi iman dan
takwa adalah bagaimana manusia menjaga lingkungannya (etika
lingkungan) dengan mengelola lingkungan secara bijak. Ekonomi
sirkular yang menerapkean hrnsip untuk mengelola limbah atau sampah
menjadi sumberengrgy atau sesuaitiyana bermanfaat lainnya selaras
dengan nilai-nilai sila pertama tersebut. Demikian pula dengan Sila
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia dalam hal ini tidak
hanya dituntut adil dan beradab dengan sesama manuisa tetapi juga
dengan alam dan mahluk hidup lainnya. Ekonomi sirkular yang
berpotensi menurunkan efek rumah kaca, menghambat percepatan
pemanasan global, menunjukkan bahwa manusia tidak hanya peduli

dengan dirinya saja nhamun juga terhadap alam yang ditinggalinya.

%8 https://katadata.co.id/muhammadridhoi/ekonomi-hijau/5f463b045ce26/ekonomi-sirkular-sistem-
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Sementara itu terkait Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Ekonomi sirkular berpotensi salah satunya membuka
peluang kerja 4, 4 juta lapangan kerja baru sehingga selaras dengan
prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, dari aspek politik, ekonomi sirkular merupakan sebuah
terobosan kebijakan atau langkah politik solutif dan inovatif yang
diambil oleh pemerintah Indonesia. Dalam konstelasi politik regional
negara-negara Asia Tenggara, belum ada satu negarapun yang
memulai untuk menerapkan ekonomi sirkular. Kebijakan untuk
menerapkan ekonomi sirkular adalah sebuah strategi politik yang
menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas
global yang peduli akan kelestarian lingkungan global dan
kemanusiaan.

Ketiga, dari aspek ekonomi, sangat jelas sekali bahwa
ekonomi sirkular membefikan - dampak ekonomi yang nyata dan
signifikan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Ekonomi
sirkular berpotensi menambah Preduk Domestik Bruto Indonesia sekitar
500 sampai dengan 632 trilyun rupiah, membuka lapangan kerja baru
dan sebagainya. Ekonomi sirkular juga menjadi solusi bagi pemulihan
ekonomi pasca pandemi covid-19, meningkatkan efisiensi dan
digitalisasi melalui builchbackbeter 4

KeempatlAdayl ~aspek sosiahMéan'“hudaya, sebagaimana
disebutkan  dalam keterkaitanya dengan Sila kelima Pancasila,
kebijakan implementasi ekonomi sirkular merupakan wujud kepedulian
sosial yang tidak hanya membuka jutaan lapangan kerja baru, namun
juga diprioritaskan untuk perempuan, dalam rangka pengarusutamaan
gender. Sementara itu dari aspek budaya, ekonomi sirkular mengubah
paradigma masyarakat tentang sampah yang selama ini dianggap
sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak bisa dimanfaatkan
menjadi sesuatu yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi

kelangsungan kehidupan manusia.
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Kelima, dari aspek pertahanan dan keamanan, ekonomi
sirkular di Indonesia membawa dampak positif, termasuk mengurangi
sampah hingga 50 persen pada 2030, yaitu dihasilkan sektor makanan
dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Sampah
plastik dan limbah merupakan gangguan terhadap keamanan
lingkungan. Sebagaimana diketahui saat ini negara-negara Amerika
dan Eropa mengekspor sampahnya ke Indonesia. Daerah tujuan
ekspor tersebut diantaranya adalah Batam dan Mojokerto. Beberapa
kali Indonesia telah mengembalikan sampah plastik tersebut
dikarenakan jelas tidak memiliki standar hukum internasional dengan
tidak menyertakan pemisahan sampah plastik dengan bahan
berbahaya dan beracun.** Dengan demikian dalam jangka panjang,
ekonomi sirkular pada hakekatnya menguatkan pertahanan dan

keamanan nasional.

“ Laode Muhamad Fathun, 2019. Pengelolaan Sampah Plastik sebagai Ancaman Keamanan
Maritim di Indonesia di Kabupaten Pandeglang, Jurnal Keamanan Nasional Volume V, Nomor
2, November, 2019.



BAB Il
PEMBAHASAN

12. Umum

Bidang pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar
penduduk di dunia sampai dengan saat ini, namun bidang ini hanya
menyumbang 4% dari PDB dunia. Di Indonesia, sektor pertanian dan juga
perkebunan merupakan sektor yang memiliki arti penting bahkan sejak masa
kolonial karena sektor ini turut menentukan realitas sosial dan ekonomi
masyarakat Indonesia. Perkebunan-perkebunan dimasa kolonial masih dapat
kita lihat hingga saat ini. Komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi,
kelapa sawit, the, kopi, kakao, tembakau, cengkeh dan sebagainya telah ada
sejak era kolonial dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional Indonesia
hingga sekarang. Areal persawahan yang terhampar di lereng-lerang
pegunungan dengan terasiring. yang berundak-undak memperlihatkan
bagaimana Indonesia adalah zamrud katulistiva dengan keragaman dan
kekayaan alamnya yang tak ternilakr

Dalam beberapa rezim pemerntahan sejak Orde Lama hingga saat ini,
kebijakan di bidang pertanian mengalami dinamika pasang surut. Di masa
Orde Lama, Presiden Soekarno memiliki satu falsafah yang sangat terkait
dengan pertanian yaitu | marheinisme. . Falsafah marheinisme tersebut
merupakan._manfestasitedsok petani denfanalat ‘produksi, lahan pertanian
namun hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dari sinilah
Presiden Soekarno kemudian ingin mencurahkan perhatiannya kepada para
petani untuk mengangkat kesejahteraannya, yang juga mendorongnya untuk
melawan imperialism dan kolonialisme. Dalam sebuah pidato di kampus IPB,
Presiden Soekarno mengatakan bahwa ‘pangan adalah hidup dan matinya
sebuah bangsa yang mana tulangpunggungnya adalah para petani,
sehingga petani merupakan Soko Guru Bangsa.” Sektor pertanian saat itu

menjadi salah satu sektor unggulan Indonesia.*?
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Ketika Orde lama tumbang dan digantikan Orde Baru, terjadi
perubahan arah kebijakan pertanian dari marhaeinisme menuju populisme
kapitalis. Presiden Soeharto menerapkan apa yang disebut sebagai
developmentalisme dengan ciri intensifikasi pertanian atau intensifikasi
massal (INMAS) pada tahun 1979. Pertanian menuju fase baru yang disebut
sebagai revolusi hijau yang sebenarnya merupakan penetrasi capital atau
pasar bebas sampai pedesaan. Kebijakan ini di realisasikan dengan
penetrasi modal besar-besaran untuk memacu pertumbuhan pertanian
melalui pupuk, bibit, obat-obatan kimia hingga pestisida. Kebijakan tersebut
ditempuh karena kelangkaan beras dimasa pemerintahan sebelumnya.®®
Namun demikian, dalam penerapannya modernisasi pertanian tersebut tidak
menguntungkan petani, justru para pemodal, pengusaha, importer peralatan
pertanian, pupuk, pestisida dan sebagainya yang menikmati proyek besar
pertanian tersebut. Program-program pemerintah dalam pertanian hanya
dinikmati sebagian kecil petani-dan-itupun petani kaya, KUD lebih banyak
dikuasai elit desa, birokrat, pejabat dan lain-lain.**

Kebijakan tersebut masih berlanjut hingga Presiden Habiebie
menggantikan Presiden Soeharto. Kebijakan politik pertanian di Indonesia
masih berada dalam cengkeraman korporasi global seperti IMF, Bank Dunia
dan WTO. Hal ini diperparah dengan situasi krisis ekonomi saat itu
menyebabkan stagnasi kehijekan fdiybidang pertanian. Bahkan Indonesia
pada tahur_fahun tersébut menjadi negarapereimpon beras terbesar didunia
sebesar 4, 8 juta ton. Intervensi IMF untuk menurunkan tarif bea masuk
impor menjadi impor menjadi bukti bahwa negara Indonesia berada dalam
cengkeraman kapitalisme global. Tidak hanya beras tapi juga gula, kedelai,
jagung hingga gandum membanjiri Indonesia dan menjadi skandal yang
paling merugikan jutaan petani nasional. Saat itu Indonesia masuk kedalam
perangkap liberalisasi pertanian dengan tiga kebijakan yaitu dicabutnya
subsidi pupuk yang diikuti dengan liberalisasi ekonomi pupuk yang

sebelumnya hanya menjadi monopoli PUSRI, akeibatnya biaya produksi

3 Noer Fauzi, Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Di Indonesia, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 1999 22 Isnandi Alia Rachman, “H

4 Rahardjo Dawam M, Transformasi Pertanian, Industrialisasi Dan Kesempatan Kerja, Ul-Press,
Jakarta, 1984, him. 71-72
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melonjak, dicabutnya monopoli impor beras oleh BULOG, sehingga siapa
saja bisa mengimpor yang mengakibatnkan hilangnya control negara,
diturunkannya bea masuk komoditas menjadi maksimal 5%, bahkan untuk
beras dikenakan 0%.*

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden menggantikan BJ Habibie
membuka harapan baru bagi pertaninan nasional, pada masa ini dikeluarkan
kebijakan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman
sumberdaya pangan, lokal wisdom dan kelembagaan sehingga memberikan
jaminan bagi ketersediaan pangan dan juga nutrisi secara kuantitas dan
kualitas dan terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan
petani dan nelayan serta produktifitas yang meningkat berdasar peraturan
perundang-undangan.*®

Ide dan gagasan kebijakan yang bagus tersebut dalam kenyataanya
sulit diimplementasikan karena berbenturan dengan kebijakan yang telah
mapan sebelumnya, seperti kesepakatan dengan IMF. Meskipun pada
akhirnya disepakati kenaikan biaya impor beras 30%, namun tidak kunjung
menyelamatkan nasib petani karena harga domestic telah anjlok.*’

Di era Presiden Megawatl, Imasih seperti era sebelum-sebelumnya,
pemerintah berupaya mengeluarkan inisiatif kebijakan di bidang pertanian,
namun masih terjebak dalam kerumitan birokrasi dan ego sektoral. Sebagai
contoh adalah kontradiksi «kebijakéan antara Departemen Pertanian dan
Perindustrian dafaminipér beras dan-gllaserfa’ persoalan klasik lainnya
seperti peralinan lahan dari pertanian ke non pértanian®® Seperti di era
sebelum-sebelumnya justru subsidi banyak yang dicabut sesuai saran dari
WTO, Bank Dunia, IMF dan kekuatan kapitalis global lainnya. Kebijakan
tersebut terus berlanjut hingga era Presiden SBY dimana ketahanan pangan
lebih ditekankan daripada kedaulatan pangan, pemerintah menggunakan

%> 9 Isnandi Alia Rachman, “Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia”
(Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009)
Made Antara, Orientasi Penelitian Pertanian: Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Era
Globalisasi, Makalah Seminar “Pengembangan Teknologi Pertanian Dalam Upaya Mendukung
Ketahanan Pangan Nasional”, Bali, 23 Oktober 2000, him: 5

*" Isnandi Alia Rachman, “Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia”
(Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), 97

“® Made Antara, Orientasi Penelitian Pertanian: Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Era
Globalisasi, Makalah Seminar “Pengembangan Teknologi Pertanian Dalam Upaya Mendukung
Ketahanan Pangan Nasional”, Bali, 23 Oktober 2000, him: 2-3
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pendekatan revolusi hijau sebagai cara menyelesaikan persoalan pangan.
Pemerintah juga menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan
kehutanan, namun realitas masih menunjukkan persoalan kemiskinan dari
kalangan petani masih cukup dominan diamana 60% petani di Indonesia
adalah petani gurem yang hanya memiliki lahan 0, 5 ha. Kebijakan pertanian
yang diambil hanya menyentuh aspek produksi tidak sampai kepada akses
atas hasil pertanian (pangan) dengan harga terjangkau.*’

Di era Presiden Jokowi kebijakan pertanian didasarkan pada Sembilan
Isu strategis yaitu pertama, pengelolaan yang serius dalam pertanian dan
pangan terkait komoditas impor seperti jagung, kedelai, gula, beras, bawang
putih. Kedua pengembangan Food estate atau lumbung pangan. Ketiga,
Pengembangan pertanian dengan skala ekonomi luas. Keempat, optimalisasi
teknologi pertanian. Kelima, ekstensifikasi pertanian. Keenam, penetapan
harga yang kompetitif dan bersaing. Ketujuh, evaluasi subsidi pupuk dan
peningkatan produksi serta jaminan kesejahteraan petani. Kedelapan,
subsidi pupuk harus sejalan dengan peningkatan produksi.Kesembilan,
pembentukan kawasan ekonomi skill.dengan menambah atau memperluas
lahan pertanian.>

Sebelum terjadinya pandemi covid-19, Bappenas telah melakukan riset
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 terkait efektifitas belanja
kementerian termasuk _digdalamnyas » kementerian pertanian terhadap
pertumbuhan ekoromii Masiinya cukup Vpasiiaf dimana sektor pertanian
memiliki kontribusi penting terhadap perkeonomian nasional dengan indicator
pertama, sektor pertanian memberikan kontribusi devisa dimana terjadi
peningkatan surplus ekspor produk pertanian. Pada tahun 2013, ekspor
komoditas pertanian mencapai 33 juta ton, sementara pada tahun 2018
menjadi 42, 5 juta ton dengan rata-rata kenaikan 2,5 juta ton pertahun.
Kedua, terjadinya stabilitas harga pangan serta meningkatnya indeks
ketahanan pangan nasional yakni dari peringkat 72 di tahun 2014 menjadi

peringkat 65 dari 113 negara di tahun 2018. Ketiga, sektor pertanian telah

“ Dainel Mangoting, Transformasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan, 27 Februari 2008, http;
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[lwww.beritabumi.com/

https://polbangtanmanokwari.ac.id/9-arahan-presiden-joko-widodo-tuk-optimalkan-

pembangunan-pertanian/
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berhasil menurunkan angka kemiskinan, khususnya di masyarakat
pedesaan. Beberapa program pertanian cukup efektif dalam memberikan
kontribusi penurunan angka kemiskinan seperti program Selamatkan Rawa
Selamatkan Petani atau yang dikenal Serasi, Budidaya tanaman sehat,
penggunaan biodesel B 100 berbahan dasar sawit, budidaya jagung dan
sebagainya. Penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari data
BPS terkait Nilai Tukar Petani yang menunjukkan daya beli petani yang
semakin meningkat dari 102,03 pada tahun 2014 menjadi 103,17 pada
tahun 2018.>"

Dalam situasi yang serba sulit dimasa Pandemi, sektor pertanian di
Indonesia tetap mampu survive dan memberikan kotribusi yang sangat positif
bagi perkemonomian nasional. Hal tersebut bahkan diakui oleh FAO, yang
mana selama pandemic, sektor pertanian berkontribusi meningkatkan
petumbuhan PDB 2, 19%. Kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian
Pertanian sejalan dengan prograim ~ood System Summit dari FAO. Program
kementerian pertanian tersesebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas
produksi, diversifikasi pangan lokai; pengembangan pertanian modern
hingga peningkatan ekspor kemeditas pertanian.®® Pemerintah Indonesia
juga telah menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang
berkelanjutan melalui program ekonomi sirkular yang juga menjadi solusi

pemulihan ekonomi pasca pandemie! Govid-19.

13. Kebijakan Ekonomi Sirkular Di Bidang Pertanian Guna Mendukung

Kebijakan Ekonomi Hijau

a. Aksi Global SDGs dan Ekonomi Sirkuler

Tidak kurang dari 193 negara di dunia telah menyepakati dokumen
pembangunan global pada tanggal 2 agustus 2015 di markas PBB dengan
tema transforming uor world : The 2030 agenda for Suistainable
Development. Dilanjutkan sebulan kemudian, seluruh negara yang
menyepakati dokumen tersebut menindaklanjutinya dengan pertemuan yang
disebut sebagai Suistainable Development Summit yang menghasilkan

51

https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-bappenas-dinilai-bukti-nyata-kebijakan-pertanian-
berhasil-dongkrak-perekonomian-2/

5 https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4796
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sebuah dokumen yang dikenal dengan Suistainabe Development Goals
(SDGs), sebuah aksi global yang terdiri dari 17 tujuan dan terbagi kedalam
169 target yang universal, inklusif, terintegrasi, saling berkaitan, serta tidak
seorangpun terlewatkan (no one left behind) dengan target waktu sampai
dengan 2030. SDGs merupakan wujud dari komitmen masyarakat global dan
menjadi tonggak baru pembangunan negara-negara untuk melanjutkan
tujuan pembangunan Milenium Development Goals (MDGs) bagi kehidupan
manusia yang lebih baik.

Namun demikian, SDGs berbeda dengan MDGs, dimana SDGs lebih
akomodatif terhadap pembangunan yang lebih komprehensif, perumusan
yang lebih partisipatif dan tidak birokratis-ekslusif dengan melibatkan
segenap stakeholder nonpemerintah seperti akdemisi, NGO dan kelompok
kepentingan lainnya. SDGs berpedoman pada lima prinsip dasar yaitu
People atau manusia, Planet atau Bumi, Prosperity atau kesejahteraan,
Peace atau perdamaian serta Patnership atau kemitraan.>® Dalam konteks
ekonomi sirkuler, prinsip Planet atau humi merupakan sebuah prinsip dengan
agenda untuk melindungi bumi® dari kerusakan melalui produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan serta mengambil peran strategis dan penting
terkait perubahan iklim sehingga berguna bagi generasi sekarang dan
mendatang. Demikian pula dalam prinsip lainnya seperti Prosperity atau
kesejahteraan, bahwa menjadi fiak! seinua manusia untuk layak hidupnya
tidak hanya_dalan ekewiemi, sosial namun'judaharmaoni keselarasan dengan
alam. SDGs pada hakekatnya merupakan insiatif bersama masyarakat global
dengan tujuan mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dalam aspek
sosial ekonomi yang sinergis dengan lingkungan. Tiga pilar utama konsep
SDGs juga sangat berkait dengan ekonomi sirkuler yaitu pembangunan
manusia atau human development termasuk didalamnya adalah pendidikan
dan kesehatan. Kedua, sosial ekonomi (sosial economic development)
seperti ketersediaan sarana prasarana lingkungan serta pertumbuhan
ekonomi. Ketiga, lingkungan (environtmental development) berupa kualitas

lingkungan yang baik dan ketersediaan sumber daya alam.

> A. Halim Iskandar, 2020. SDGs Desa, Percepatan Pencapaian, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta.
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Menindaklanjuti aksi global tersebut, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perpres
tersebut terdapat tujuhbelas tujuan pembangunan berkelanjutan yang
mengatur peran masing-masing kementerian lembaga, serta peran dan
keterlibatan stakeholder nonpemerintah baik itu akadisi, filantropi, NGO serta
pelaku usaha dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan
ekonomi sirkuler adalah produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab,
terjaminnya keberlangsungan produksi dan konsumsi yang ramah
lingkungan, adanya penanganan dan tindakan cepat atas perubahan iklim,
meningkatkan, melindungi dan mengembalikan keberlangsungan pemakaian

ekosistem darat serta mengelolanya secara berkelanjutan.>*

b. Kebijakan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia sampal dengan  saat ini memiliki peran aktif dalam
merealisasikan pencapaiaan sasaran SDGs. Salah satu komitmen
pemerintah adalah dengan menerbitkan perpres nomor 59 tahun 2017
tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam
perpres tersebut diamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran pembagunan
berkelanjutan diperlukan pényela@sam RRJPN dan RPJMN.>> Dalam rangka
transformasi dan‘pemalihan-ekonomi paseaspandemic covid-19, pemerintah
Indonesia memfokuskan pembangunan ekonomi nasional yang
berkelanjutan melalui ekonomi sirkular yang di implementasikan dengan
konsep 5 RR yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recover serta Revalue atau
mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memulihkan serta
memberi nilai tambah.>® Dengan diterpkannya ekonomi sirkular, pemerintah
berharap tercipta seribu lapangan kerja baru dan menyerap tiga juta tenaga

kerja serta berkontribusi kepada PDB RI sebesar 200 trilyun rupiah pada

> A. Halim Iskandar, 2020. SDGs Desa, Percepatan Pencapaian, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta.

*® peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136

56https://wri-indonesia.org/ id/blog/bagaimana-cara-membangun-ekonomi-sirkular
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tahun 2030. Kebijakan tersebut juga akan mengurangi sampah sebanyak
505 dan emisisi rumah kaca 29 sampai dengan 41 % ditahun 2030

mendatang. >’

c. Arah Kebijakan Pertanian Berkelanjutan

Pemeritah menerapkan kebijakan pertanian tersebut juga dalam rangka
mencapai target ekonomi yang lebih baik serta pemenuhan kesejahteraan
masyarakat yang lebih baik melalui pemilihan komoditi, produksi bahan
makanan, perbaikan struktutural hingga pemberian fasiltias pendidikan. >®
Kebijakan pertanian merupakan keputusan atau langkah pemerintah dalam
rangka mengendalikan, mengarahkan maupun mengatur pembangunan
pertanian guna mewujudkan pembangunan nasonal. Kebijakan pertanian
juga diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aneka regulasi atau
instrument dalam meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas
pertanian. *° Dengan demikian fujuan dari kebijakan pertanian terwujud
apabila mampu diimplementasiken dalam langkah nyata dan secara
konsisten diterapkan dilapangan.®

Berdasarkan beberapa studi yang ada, kebijakan pertanian dititik
beratkan pada lembaga, peraturan, persoalan alokasi anggaran, SDM hingga
hasil pertanian. Namun sebenarnya terdapat tujuan yang lebih luas dari
kebijakan pertanian yaitu igreapainya ,keuntungan ekonomi yang selaras
dengan penurunantkemiskinan, pengurantan ‘dampak lingungan dan
sebagainya. Singkatnya kebijakan pertanian harus selaras dengan wawasan
berkelanjutan.

Kebijakan pertanian berkelanjutan merupakan kebijakan yang

menyeimbangkan berbagai aspek tidak hanya pertanian namun juga

> https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/ekonomi-sirkular-untuk-pertumbuhan-

ekonomijangka-panjang

°® Snoodgrass, Milton & L.T. Wallace. (1975). Agriculture, Economics, and Resource Management.
New Delhi: Practice Hall

% pearson, S., C. Gotsh and S. Babhri. (2004). Application of Policy Analysis Matrix in Indonesian
Agriculture. Jakarta: Yayasan Obor.

® Rose, D. C., Sutherland, W. J., Barnes, A. P., Borthwick, F., Ffoulkes, C., Hall, C., ... & Dicks, L.
V. (2019). Integrated Farm Management for Sustainable Agriculture: Lessons for Knowledge
Exchange and Policy. Land Use Policy, 81, 834-842.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.001
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ekonomi, sosial hingga lingkungan melalui siostem pertanian yang tangguh
dalam jangka panjang.®

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang No.
41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang
Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Berdasarkan regulasi tersebut,
pemerintah berupaya untuk membangun kedaulatan dan ketahan pangan
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya
alam guna memproduksi komoditas pertanian dalam pemenuhan kebutuhan
manusia dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.

Pemerintah juga telah menggulirkan regulasi untuk melindungi lahan
pertanian, sebagai wujud dari perlindungan pertanian berkelanjutan.
Pemerintah teleh menerbitkan Undang-Undang noor 41 Tahun 2009 tentang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang kemudian
ditindaklanjuti dengan berbagai-aturan turunannya diantaranya Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan hingga Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Namun dalam implementasinya regulasi tersebut terhambat
oleh mekanisme pasar karena industrialisasi sangat berdampak bagi alih
fungsi lahan pertanian. ®% i edalam sregulasi tersebut dijelskan bahwa
pertanian berkelanjitantoértujuan untuk-meéningkatkan kualitaas dan kualitas
aneka raagam hasikl pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan,
sandang, pangan, kesehatan. Selain itu adaah dalam rangka meningkatkan
ekspor, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani.
Pertanian berkelanjutan menitikberatkan pada tiga aspek yaitu keberlanjutan

ekonomi, kehidupan sosial serta lingkungan alam.®®

®l Rose, D. C., Sutherland, W. J., Barnes, A. P., Borthwick, F., Ffoulkes, C., Hall, C., ... & Dicks, L.
V. (2019). Integrated Farm Management for Sustainable Agriculture: Lessons for Knowledge
Exchange and Policy. Land Use Policy, 81, 834-842.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.001

®2 Nurrokhman, A. (2019). Urban Sprawl di Indonesia dan Kegagalan Implementasi Kebijakan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. https://osf.io/preprints/inarxiv/tqj8c/

® Luke, Sarah H. et al. (2019). Riparian Buffers in Tropical Agriculture: Scientific Support,
Effectiveness and Directions for Policy. Journal of Applied Ecology 56(1), 85-92.
https://doi.org/10.1111/1365-2664.13280
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Di bebeberapa negara kebijakan pertanian berkelanjutan memiliki
cakupan yang cukup luas mulai dari pertanian pedesaan hingga perkotaan.
Arah kebijakan di wilayah perkotaan misalnya dilakukan dengan
pengembangan ruang atau lahan pertanian, pekarangan atau lahan spesifik,
komoditas dan teknologi ramah lingkungan hingga kelembagaan pertanian.
Sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah perkotaan memiliki karakteristik
pertanian yang berbeda dengan di desa karena perkotaan identik dengan
sektor industri dan jasa.

Sementara itu implementasi arah kebijakan pertanian di Indonesia saat
ini masih difokuskan pada ketahanan pangan, sehingga kebijakan pertanian
berkelanjutan masih belum optimal diseluruh wilayah Indonesia.
Implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan di Indonesia masih
menggunakan rekayasa genetika pertanian, sementara dinegara lain sudah
mengoptimalkan teknologi pertanian.

Meskipun sebenarnya secaia regulasi pemanfaatan teknologi pertanian
telah diatur dalam Undang-undeng Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mana salah satu bagian dari
regulasi tersebut mengatur aksesilimu pengetahuan, teknologi dan informasi.
Akan tetapi dalam kenyataanya pemanfaatan teknologi dalam pertanian
masih sangat minim. Keadaan tersebut diperparah dengan realitas
desentralisasi dan otonomi¢lagahiyang-mana hanya 5, 5 % perda yang
terkait dengan pertamiam’ :

Untuk menghadapi persoalan tersebut, beberapa negera melakukan
terobosan dengan memanfaatkan teknologi sehingga produktivitas
meningkat dan kesejahteraan petani terangkat.®® Penggunaan atau inovasi
teknologi pertanian dibeberapa negara tersebut telah terbukti mampu
menyelesaikan permasalahan pertanian dan mampu mewujudkan pertanian
berkelanjutan. Sementara itu di Indonesia, pemanfaatan teknologi pertanian

masih belum optilmal, sehingga produsi pertanian justru mengalami

o4 Mayrowani, H. (2012). Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan
Implementasi. Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE), 30(2), 31-47
http://dx.doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47

® Chavas, J. P., & Nauges, C. (2020). Uncertainty, Learning, and Technology Adoption in
Agriculture. Applied Economic Perspectives and Policy, 0(0), 1-12.
https://doi.org/10.1002/aepp.13003
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penurunan pada tahun 2019 yang lalu sebesar 4,5 juta ton. Untuk itu
diperlukan sebuah langkah integrative dalam kebijakan pertanian dengan
memanfaatkan teknologi pertanian dalam rangka mewujudkan pertanian
berkelanjutan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan pertanian.

Minimnya penggunaan atau pemanfaatan teknologi pertanian, selain
berdampak pada kesejahteraan petani juga akan berdampak pada
ketahanan negara.

Kebijakan pertanian di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indicator
diantaranya dari aspek SDM sebagai pelaku pembangunan pertanian yakni
kompetensi, kualitas, managerial skill sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan pertanian,
perikanan, dan kehutanan. Regulasi tersebut di tujukan untuk meningkatkan
kemampuan para petani melalui penyuluhan agar produksi pertaniannya
meningkat. Selain peningkatan kapasitas petani secara personal, pemerintah
juga mengeluarkan regulasi tentang pemberdayaan organisasi petani yang
tertuang dalam Undang-undang Nemeor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani.

Namun demikian, permasalahannya adalah peningkatan SDM petani
melalui penyuluhan dan penguatan kelembagaan ternyata berbanding
terbalik dengan angkatan kerja di sektor pertanian yang terus menurun.
Jumlah angkatan kerja sekignpertanian pada tahun 2017 adalah 5.848.256
jiwa, tetapi.2 tahdn kemuéian menurun-menjadi 5,205,794 pada tahun 2018
dan kembali menurun menjadi 4.703.981 jiwa pada tahun 2019. Dengan
demikian persoalan pertanian ternyata tidak hanya masalah peningkatan
SDM dan kelembagaan namun juga permasalahan kepastian pasar terkait
dengan kegagalan panen dan ketidakpastian harga. Hal ini terlihat dari terus
menurunya angkatan kerja di sektor pertanian, apabila kondisi tersebut tidak
segera dibenahi maka penurunan tenaga kerja sektor pertanian akan

semakin massif.

d. Politik Kebijakan Anggaran di Sektor Pertanian
Salah satu kebijakan yang fundamental dalam sektor pertanian adalah

bagaimana politik anggaran mendukung sektor tersebut. Dalam hal ini
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pemerintah telah menggulirkan dua program pembiayaan yaitu bantuan
langsung dengan kewajiban pengembalian poko maupun bunganya. Yang
kedua adalah kredit dengan bantuan subsidi pemerintah seperti KUR. Selain
itu juga terdapat bantuan Cuma-Cuma seeperti BLT, BLM. Terkait politik
anggaran pertanian, beberapa penilitian menunjukkan masih belum
optimalnya politik anggaran tersebut, alokasi dana untuk pertanian masih
relative kecilpadahal sektor pertanian kurang mendapatkan perhatian khusus
padahal memiliki peran penting dalam pembangunan. ®® Sebagai contoh
adalah dalam hal investasi asing, yang mana sektor perindustrian masih
mendominasi dan menjadi prioritas, padahal sektor pertanian tidak
mendapatkan prioritas sama sekali, akibatnya adalah perluasan lahan
industry dan penyempitan lahan pertanian. Anggaran yang dialokasikan
untuk sektor industry tersebut memicu konversi lahan pertanian menjadi
industry yang pada akhirnya menurunkan produltifitas dan ketahanan
pangan.®’ Kondisi tersebut semakin diperparah dengan penganggaran sektor
pertanian dilevel pemerintahan daerah. Dukungan penganggaran di sektor
pertanian masih sangat kecil yakni sebesar 6% dari total APBD.%® Hal ini
memperlihatkan ketidakberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor

pertanian

e. Pertanian dalam PolitikrRuangiKota

Salah.safu' permasafahan di Indonesiasyang jtiga dialami oleh negara-
negara lainnya adalah tidak terkendalinya pertumbuhan kota atau yang
dikenal dengan urban sprawl. Salah satu dampak urban sprawl alih fungsi

lahan pertanian ® sebagai contoh maraknya konfersi lahan dari pertanian ke

% Malyni, Heni. (2016). Persepsi Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha tani Padi di Desa Telang Sari Kecamatan
Tanjung Lago. Thesis: Univeritas Sriwijaya Palembang.

®" Harini, Ariani, Supriyati & Satriagasa. (2019). Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi
Padi di Kalimantan Utara. Kawistana, 9(1), 15-27. https://doi.org/10.22146/kawistara.38755

o8 Mayrowani, H. (2012). Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan
Implementasi. Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE), 30(2), 31-47
http://dx.doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47

% Sudhira, H. S., Ramachandra, T. V., & Jagadish, K. S. (2004). Urban Sprawl: Metrics, Dynamics
and Modelling Using GIS. International Journal of Applied Earth Observation and
Geoinformation, 5(1), 29-39. https://doi.org/10.1016/j.jag.2003.08.002
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nonpertanian adalah di Yogyakarta "° Konversi lahan pertanian ke non
pertanian yang disebabkan oleh urban sprawl tersebut tidak hanya
berdampak pada pertanian dan ketahanan pangan melainkan juga
lingkungan baik kualitas udara maupun airnya serta manusia.’* Belajar dari
kebijakan negara lainya, seperti Jerman dimana pemerintah Jerman telah
menetapkan kebijakan target pengurangan pengambil alihan lahan untuk
pemukiman manusia dan inftrastruktur transportasi maksimal 30 Ha sehari.
Sementara itu Swiss, mentapkan kebijakan pembatasan konsumsi tanah
untuk perumahan sebesar 400 m2 per kapita.”

Sekali lagi dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah, maka pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia memiliki
kewenangan untuk menata ruang kotanya yang sebagian besar berdampak
buruk bagi sektor pertanian. Lahan pertanian semakin merosot sebagai

akibat politik undervalue sektor pertanian.”

f. Tantangan Teknologi Pertanian di Indonesia

Teknologi merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting
untuk mengembangkan produktifites pertanian, terlebih bagi negara yang
memiliki karakter yang sulit untuk dalam perluasan lahan pertanian.
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi pertanian sampai dengan saat ini
masih minim di Indonesia, padahal'[saai ini tuntutan untuk menyesuaikan diri
dengan Revollsi ihaustir 0. Dalam kenyataanya perianian di Indonesia
masih menggunakan rekayasa genetika sebagai teknologi pertanian. Strategi
perencanaan, pengembangan usaha, penguasaan pasar misalnya
membutuhkan teknologi informasi pertanian. Beberapa persoalan teknologi

dalam pertanian diantaranya adalah keterbatasan pengetahun teknologi oleh

° Utami, Ayu & Anwar. (2019). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Pola Produksi dan

Pola Konsumsi Rumahtangga Petani di Kota Mataram. Jurnal Budidaya Pertanian (CROP
AGRO), 20(1), 10-18.

" Desiyana, 1. (2016). Urban Sprawl dan Dampaknya pada Kualitas Lingkungan. Ultimart: Jurnal

Komunikasi Visual, 9(2), 16-24. https://doi.org/10.31937/ultimart.v9i2.745

2 Bovet, J., Reese, M., & Kock, W. (2018). Taming Expansive Land use Dynamics—Sustainable

Land Use Regulation and Urban Sprawl in A Comparative Perspective. Land Use Policy, 77,
837-845. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.024

"3 Arifin, B. (2004). Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Kompas.

74

Handaka, NFN, Prabowo. (2016). Kebijakan Antisipatif Pengembangan Mekanisasi
Pertanian.Analisis Kebijakan Pertanian 11(12), 27-44.
http://dx.doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.27-44
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para petani, minimnya akses petani terhadap teknologi, serta kurangnya

minat petani dalam menerapkan teknologi.”

14. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Ekonomi Sirkuler Di
Bidang Pertanian
Implementasi ekonomi sirkuler merupakan sebuah peluang nyata bagi
pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan PDB dan
pembangunan ekonomi nasional sekaligus melestarikan lingkungan. Namun
demikian, dalam implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan,
terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Beberapa tantangan dan
hambatan penerapan ekonomi sirkular diantaranya adalah kerangka
regulasi,keterbatasan literasi informasi, perilaku atau budaya masyarakat
yang belum sesuai dengan prinsip 5R, permodalan, pemasaran produk,
inovasi teknologi, kapasitas SDM, serta daya dukung infrastruktur.”®
Kerangka regulasi atau igstrument peraturan merupakan faktor
fundamental dalam implementasi ekonomi sirkular. Tanpa adanya regulasi
yang jelas dan sistematis,” sulit untuk meralisasikan ekonomi
sirkular.ketidakpastian hukum, tumpang tindihnya peraturan, kerumitan
prosedur terbukti turut menghambat implementasi ekonomi sirkular. ”’
Kesiapan regulasi yang dimaksud tentunya tidak hanya regulasi dibidang
pertanian, akan tetapi juga-@ibidang)leinnya yang terkoneksi atau terkait
dengan ekonomi ‘sirkiler baik dibidang ‘ekondgmy, perpajakan, perindusterian,
lingkungan hiduo, riset dan inovasi dan di bidang lainnya.”
UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI sebenarnya telah meletakkan dasar
bagi kebijakan ekonomi sirkular. Pasal 28 (H) ayat 1 UUD 1945 telah

mengamatkan keharusan penyelenggaraan perekonomian nasional

’® Ashari, A. (2016). Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis
Kebijakan Pertanian, 7(1), 21-42. http://dx.doi.org/10.21082/akp.v7n1.2009.21-42

® Kementerian PPN/Bapennas, The Economic, Sosial, Environmental Benefit of a Circular
Economy in Indonesia, 25 januari 2021, https://lcdi -Indonesia.id/wp-content/uploads/2021

" Julian Kirchherr, et al. "Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union
(EVU)”, Ecological Economics 150 (2018): 264-272,
https://lwww.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917317573

8 Jimly Asshiddigie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi.” Bunga
Rampai, Saduran dari buku Green Constiution, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2009.
http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf
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didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. "
Disinilah sebenarnya dasar hukum yang tegas dan kuat bahwa kedaulatan
lingkungan harus ditegakkan seiring sejalan dengan kemajuan ekonomi.
Oleh karena itu seluruh peraturan perundangan mulai dari Undang-undang
sampai dengan yang terendah sudh seharusnya turut mendukung ekonomi
sirkular sebagai model ekonomi berkelanjutan yang berbasis kelestarian
lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam kenyataaanya pengaturan secara jelas,
khusus atau minimal terminology ekonomi sirkular belum terdapat dalam
aneka regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
saat ini. Secara umum, pengaturan ekonomi sirkular dalam regulasi
disebutkan sebagai ekonomi berkelanjutan. Diantara peraturan perundangan
yang mengatur mengenai ekonomi berkelanjutan adalah Undang-undang
Nomor 2022 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Secara substansi prinsip ekongmi-berkelanjutan adalah selaras dengan
ekonomi sirkular.

Beberapa faktor yang turut mendorong atau mendukung ekonomi
sirkular secara eksternal yaitu adanya regulasi yang konsisten, tax regulation
yang jelas hinggga spesifikasi konsumen. Sementara itu faktor pendorong
internal  diantaranya budaya dan perilku, shareholder pressure
competitiveness, corporatée ~respensipility. Beberapa contoh kebijakan di
Indonesia yang tirit!merdukung ekonamilsirkalar yaitu digunakannya blok
konstruksi ramah lingkungan atau ecoblok yang berasal dari plastik. Program
plastik bank untuk mengurangi sampah plastik di laut. Sedangkan faktor
penghambatnya secara eksternal adalah kebijakan pemerintah yang kurang
mendukung, minimnya permintan konsumen, kurangnya permintaan,
terbatasnya rantai pasokan higga tidak adanya dukunga teknologi serta
infrastruktur. Sedangkan dari aspek internal, hambatanya diantaranya adalah

model komersialisasi yang sangat serta budaya dan sikap yang kontras atau

" Norma tersebut secara lengkap berbunyi:"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan
kesatuan ekonomi nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
194540
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tidak mendukung. Dalam konteks Indonesia, hambatan lainnya adalah

minimnya regulasi, mispersepsi budaya seperti tentang limbah, minimnya

partisipasi rumah tangga hingga minimnya permintaan daur ulang.® Selain
faktor pendukung dan penghambat, terdapat beberapa tantangan yang harus
dihadapi dalam implementasi ekonomi sirkular yaitu:®*

o Pertama, faktor kenyamanan (psikologis dan budaya) masyarakat.
Sejauh ini masyarakat sudah terbiasa dengan plastik karena dianggap
mudah dan murah, fleksibel, anti air. Sehingga produsen memilih
plastik sebagai kemasan. Sebagai contoh adalah air mineral kemasan,
apabila harus beralih ke ekonomi sirkular dan menggantikannya
dengan berbahan kardus misalnya, maka resiko yang harus
dipertimbangkan adalah bahan mudah rusak jika terkena air.
Sementara jika ingin mengganti dengan botol kaca, produk menjadi
rawan pecah dan lebih berat. Dengan demikian pada akhirma,
produsen memilih plastik._sebagai kemasan yang tentunya juga
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen. Selain itu
konsumen juga tidak akan direpotkan karena kemasan plastik yang
sekali pakai. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan serius bagi
implementasi ekonomi sirkuler. Diperlukan riset lebih dalam lagi untuk
mencari jalan keluar bagl dilemma kenyamanan dan kemudahan
konsumen khususnya deatairiméenggunakan plastik.

o Kedua, implemahtadi regulasi sampaifeh’ fiigkat teknis dan di level
daerah. Ekonomi sirkular yang dikenalkan Mc Actur Foundation pada
tahun 2009, baru dikenal di Indonesia sepuluh tahun kemudian (2018-
2019). Dengan demikian butuh waktu yang cukup lama untuk
mengubah mindset masyarakat. Oleh karena itu untuk mengakselerasi
kesadaran masyarakat terhadap ekonomi sirkular, pemerintah sangat
berperan dengan menerbitkan regulasi yang integrative dan sinergis
serta hierarkis dari pusat sampai ke daerah. Sebagaimana
dikemukakan sebelumnya bahwa basis konstitusional ekonomi sirkular

sudah sangat kuat daiatur dalam UUD 1945, sementara itu di level

80 https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3693-implementasi-ekonomi-sirkular-di-indonesia
8t https://waste4change.com/blog/5-tantangan-dalam-mengimplementasikan-ekonomi-sirkular/
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perundangan sudah ada ekonomi berkelanjutan, sehingga tinggal
bagaimana kemudian menindaklanjutinya dilevel pemerintahan daerah.
Implementasi dan kesuksesan ekonomi sirkular juga bergantung
kepada komitmen pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yang
menghubungkan level desa dengan provinsi. Adanya kesadaran dari
elit pemerintahan daerah  khususnya kabupaten/kota akan
mempercepat implementasi Circular Economy khususnya dibidang
pertanian.
o Ketiga, minimnya fasilitas pendukung dan teknologi daur ulang
Fasilitas pendukung pengelolaan sampah sringkali menjadi masalah
yang pelik, beberapa kasus penutupan TPA di kota-kota besar di
Indonesia menimbulkan masalah sosial. Selain itu persoalan teknologi
daur ulang juga menjadi tantangan ke depan. Sebagai contoh dalam
penanganan air mineral kemasan plastik, penggati kardus maupun
botol kaca atau metal bisa- menjadi solusi, namun tidak cukup
signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi daur ulang yang
mampu memenuhi kebutuh@nwindustri baik secara kulaitas atau
kuantitas.
o Keempat, perencanaan bisnis yang tepat

Berabagai tantangan yang disebutkan sebelumnya bermuara pada satu
hal yaitu dibutuhkan sebtiah: perencanaan program atau model bisnis
yang-tepat daram limplementasi ‘ekohanti 'sifkular.-Untuk merancang
model bisnis ekonomi sirkular dari awal memang tidak mudah.
Dibutuhkan komitmen kuat dan konsistensi untuk menuangkan

gagasan ideal kedalam sebuah perencanaan yang efektif dan efisien.

15. Implementasi Strategi Ekonomi Sirkuler Bidang Pertanian Guna
Mendukung Kebijakan Ekonomi Hijau
a. Strategi Pertanian Berkelanjutan Berbasis Organik dan
Pembiayaan Hijau
Pada dasarnya, model ekonomi pertanian sirkular merupakan gagasan

back to nature. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi meikul tugas dan

82 http://repository.itk.ac.id/17124/5/07171018_chapter_1.pdf



43

tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam dan
lingkungan. Dalam mengembangkan sistem pertanian, manusia tidak boleh
merusak, merubah dan harus melestarikan, menselaraskan dan
menyeimbangkan lingkungan. Model pertanian yang ada saat ini sudah
saatnya dirubah. Persoalan penyediaan bahan pangan dalam jumlah besar
serta peermasalahan lingkungan akan dapat diatasi dengan model sirkular
atau pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pertanian sirkular dilakukan dengan mengoptimalkan SDA selain agar
mendatangkan profit juga agar tetap lestari berkelanjutan untuk generasi
saat ini dan dimasa mendatang. Pemilihan komoditas menjadi kunci dalam
pertanian sirkular, komoditas yang secara ekonomis menguntungkan dan
secara ekologis tidak membahayakan dan tentunya komoditas tersebut
sudah terbiasa dibudidayakan masyarakat. Pertanian sirkular atau
berwawasan lingkungan senantiasa memperhatikan nasabah manusia, tana,
air, ternak, makanan, ekonomi dap-kesehatan. Pertanian sirkular bertujuan
untuk menjaga kesuburan tanah, mengoptimalkan hasil, memelihara
ekosistem dan keanekaragaman hayati serta menjaga kesehatan manusia
dan mahluk hidup lainnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertanian sirkular atau yang
ramah lingkungan adalah dengan pertanian organic. Pertanian organic
memiliki prinsip dasar sebagai berikuty pertama, memafaatkan sumber daya
alam guna.pengembangah agribisnis aganlahan dan air tetap lestari sesuai
dengan daya dukung lingkungan. Kedua, proses produksi dan kegiatannya
harus dilakukan dengan ramah lingkungan agar tidak berdampak negative
pada lingkungan. Ketiga, pengelolaan pasca panen tidak boleh menimbulkan
masalah lingkungan seperti limbah dan sampah. Keempat, produk yang
dihasilkan menguntungkan secara ekonomi, sesuai preferensi konsumen
serta aman dikonsumsi.

Selain prinsip dasar tersebit, pertanian sirkuler atau berkelanjutan juga
memiliki ciri-ciri:

o Pertama, secara ekonomis berlanjut, maknanya adalah tidak ada

pihak yang tereksploitasi, layak secara ekonomi bagi petani dan

juga pihak lainya yang terkait sesuai proporsinya.
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o Kedua, dipertahankannya fungsi ekologis artinya tidak merusak

lingkungan alam sekitar pertanian tersebut.

o Ketiga, adil bermakna hak-hak setiap pelaku pertanian diberikan

tanpa melanggar hak yang lain.

° Keempat, manusiawi memiliki arti nilai-nilai kemanusiaan dan

budaya dijunjung tinggi.

o Kelima, luwes atau fleksibel menyesuaikan dinamika, situasi dan

kondisi lingkungan strategis.

Sistem pertanian organic memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan
pembangunan pertanian guna mewujudkan suistainable agriculture yang
mana peningkatan produksi harus senantiasa sejalan dengan kesimbangan
ekosistem, pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
Dengan demikian, mekanisme pertanian organik terdiri dari tiga aspek
penting yaitu ekonomi, ekologi dan sosial. Aspek ekonomis dalam sistem
organic senantiasa mempertimbangkan efisensi sumberdaya, input eksternal
serta peningkatan added wvalue. Aspek ekologis, semaksimal mungkin
menggunakan input lokal, meninglatkan kesuburan tanah dan memelihara
keanekaragaman hayati, menerapkan usaha tani bekelanjutan, memlihara
keseimbangan ekosistem serta konservasi sumber daya alam. Aspek sosial
berupa dalam usaha bertani harus responsif tehadap lingkungan, budaya
lokal, pemenuhan produk sehat dan‘aman -konsumsi.

Pertanian orgénic sébenarnya bukar 1AGVAS] yang.aru, bahkan sudah
maoan dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Sudah sejak lama
nenek moyang bangsa Indonesia membudidayakan padi atau beras tanpa
bahan kimia. Namun karena puluhan tahun belakangan beras dibudidayakan
dengan non organic, akhirnya kita kembali lagi membudidayakan beras
organic. Selama ini penggunaan pestisida dilakukan secara berlebihan pada
beras nonorganic, sehingga beras yang ada sudah terkontaminasi dengan
pestisida. Padahal pestisida dengan kadar berlebih tidak hanya
membahayakan manusia tetapi juga lingkungan. Pertanian organic juga tidak
berbiaya tinggi karena menggunakan pestisida yang berasal dari alam yang

ramah lingkungan dan berbiaya murah.
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Secara teknis, pertanian organik dilakukan dengan cara pertama, tidak
menggunakan benih hasil rekayasa genetika. Kedua, tidak menggunakan
pestisida kimia sintetis. Melainkan menggunakan cara mekanis dalam
menaggulangi gulma, hama dan pengganggu lainnya maupun biologis dan
pestisida organik. Ketiga tidak menggunakan pupuk kimia dan zat pengatur
tubuh. Produktifitas dan kesuburan tanah dikelola dengan menambahkan
residu tanaman, pupuk kandang, penanaman legume maupun rotasi
tanaman. Selain itu tidak menggunakan hormone tumbuhan dan bahan
sintetis aditif dalam makanan ternak.

Dengan demikian, mekanisme organic sebagai salah satu strategi
pertanian sirkular mengedepankan prinsip kesehatan tanah, manusia,
tumbuhan dan mahluk sekitarnya sebagai satu kesatuan. Prinsip ekologis,
didasarkan pada siklus dan sistem ekologis, dimana produksi berbasis daur
ulang ekologis. Prinsip keadilan dan perlindungan yang mana pertanian
organik mampu menjamin keadilan lingkungan dan perlindungan umat
manusia dan alam saat ini dan dimasa mendatang. Berdasarkan data yang
ada, pertanian organic masih sangat minim dikembangkan di Indonesia,
sebagian besar petani masih mengounakan sistem pertanian nonorganic, hal
ini disebabkan karena sedikitnya pengetahuan tentang pertanian organic.
Demikian pula dari aspek produksi, dimana hasil pertanian organic juga
masih kalah jauh dibandingkam déngian hasil pertanian anorganik®®

Pada-akhimya “strafegi pertanian-sifkalaf-organic merupakan antitesa
terhadap revolusi hijau yang diterapkan beberapa rezim pemerintahan
sebelumnya. Revolusi hijau lebih menekankan pada produktivitas pangan
namun pada kenyataanya mengabaikan kelestarian lingkungan. Sementara
pertanian sirkular organik mendatangkan keuntungan yang tidak hanya
ekonomis, namun juga ekologis bahkan sosial budaya karena lebih
menghargai kearifan lokal, melibatkan banyak petani serta melaksanakan

konservasi sumber daya yang integratif.®*

% Trubus No. 363. 2000. Pertanian Organik. Yayasan Tani Membangun. Jakrta

8 Dadi Dadi, Pembangunan Pertaniandansistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta
Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Education and development
Institut Pendidikan Tapanuli SelatanVol.9 No.3 Edisi Agustus 2021.
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b. Strategi Inovasi Teknologi Untuk Ekonomi Sirkuler

Salah satu strategi untuk mengakselerasi pertanian sirkular adalaah
dengan memanfaatkan teknologi. Konvergensi teknologi digital terbukti
efektif mendukung keberlangsungan ekonomi sirkular. Sebagai contoh
adalah perusahaan eRecycle merupakan perusahaan pengelolaan sampah
berbasis teknologi. Pengelolaan, distribusi dan daur ulang sampah
semuanya berbasis aplikasi. Perusahaan tersebut saat ini sudah ada di
Jabodetabek. Dengan menggunakan aplikasi maka sampah yang telah
dipilah kemudian diambil untuk di recycle dan siap kembali digunakan.
Dengan demikian sampah yang tadinya tidak bernilai kembali memiliki nilai
dan memberi keuntungan finansial dan lingkungan.®

Contoh lainnya adalah penerapan smart farming. Konsep pertanian
berbasis teknologi digital tersebut dapat diadopsi karena dapat meningkatkan
produktifitas pertanian. Smart farming mengelola pertanian dengan digital
planting, pemantauan tanaman secara digital, irigasi secara digital. Dengan
kecanggihan teknologi, selain produktifitas yang meningkat juga terjadi
penghematan dalam berbagai aspek-mulai dari benih, pupuk, air hingga
pengurangan peluang produk menjadi sampah.®® Inovasi teknologi aplikasi
sensor cuaca yang ditemukan oleh Bayu Dwi April Nugroho merupakan bukti
digital farming bisa diterapkan di Indonesia. Melalui aplikasi sensor cuaca,
dapat terpantau secara realdtireVipola .curah hujan, suhu, kelembaban,
kekeringan, kektatanendina dan arah-h&mbiisan “angina, sehingga petani
dengan mudah dapat memilih, menanam dan merawat tanamanya secara
real time. Hasilnya produktifitas pertanian meningkat dikarenakan
kesesuaian aktifitas pertanian dengan kondisi lahan, perubahan iklim,

ekosistem bahakan kebiasaan petani setempat.?’

c. Strategi Dukungan Kebijakan Fiskal dari Pemerintah

8 https://www.digination.id/read/016990/peran-erecycle-untuk-ekonomi-sirkular

% A. Sony Keraf, 2022. Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi, Kompas Media Nusantara, Jakarta,
Him. 262

8 Sony Keraf, 2022. Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi, Kompas Media Nusantara, Jakarta,
Him. 178.
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Selain teknologi, diperlukan strategi dukungan kebijakan fiscal dari
pemerintah untuk mengakselerasi ekonomi sirkuler khususnya dibidang
pertanian dan umumnya untuk produk, jasa serta bidang sirkuler lainnya.
Kebiajakan fiscal yang pertama adalah pajak emisi karbon, misalnya perlu
diterapkan baik untuk produk lokal maupun impor. Bagi produk yang emisi
karbonnya rendah diberikan insentif atau pemotongan pajak, sebaliknya bagi
yang emisi karbonnya tinggi dikenakan pajak tertentu. Hal ini selaras dengan
kebijakan pemerintah Indonesia untuk netral karbon pada tahun 2060.
Kebijakan ini akan memaksa dunia usaha untuk beralih ke produk bebas
karbon dengan energy terbarukan dan budaya hemat energy.

Kebijakan fiscal kedua adalah pajak bagi produk berbahan baku teknis
seperti plastik. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada bahan baku teknis
yang substitusinya sudah ada di Indonesia berupa bahan baku biologis
nabati. Kebijakan ini dapat ditempuh dan akan efektif menekan penggunaan
plastik yang tak terkendali. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar produsen
menggunakan kembali bahan baku teknisnya untuk produksi selanjutnya.
Apabila produsen menolak hal tersebut, maka pajak yang dikenakan akan
semakin tinggi.

Kebijakan fiscal ketiga adalah pajak terhadap sampah dan limbah. Jika
kebijakaan ini tidak dilaksanakan maka produsen akan menghindar dan
melemparkan tanggungjawal spencemaran sampah kepada konsumen
dengan alasan perflakurkensumen yang fidak! ¥amah’ lingkungan. Kebijakan
ini juga harus diberlakukan untuk limbah perusahaan. Kebijakan fiscal
keempat adalah insentif fiscal untuk perusahaan yang konsen pada riset
ekonomi sirkuler, termasuk didalamnya inovasi dan pengembangan teknologi
pertanian sirkuler digital.®®
d. Strategi Kebijakan Pembiayaan Hijau (Green Bond)

Untuk mempercepat transformasi dari pertanian konvensional ke
sirkuler, memang dibutuhkan juga dukungan pembiayaan dari lembaga
investasi dan jasa keuangan. Bberapa langkah awal telah dilakukan oleh
OJK, namun demikian perlu langlkah lanjutan dan kongkri berikutnya agar

ekonomi sirkuler khususnya bidang pertanian dapat secepatnya terwujud.

% A. Sony Keraf,2022. Ekonomi Sirkuler, Solusi Krisis Bumi, Kompas Media Nusantara.
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Kebijakan OJK saat ini adalah dengan menerbitkan dua regulasi terkait
dengan pembiayaan hijau, yaitu dengan terbitnya peraturan otoritas jasa
keuangan nomor 51/pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan
berkelanjutan dan peraturan OJK No0.60/pojk.04/2017 tentang penerbitan dan
pesyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan. Menurut regulasi
tersebut, kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau KUBL merupakan
aktifitas usaha dengan tujuan memperbaiki, melindungi serta meningkatkan
fungsi maupun kualitas lingkungan. 8 Kehadiran regulasi tersebut telah
meletakkan fondasi dan membuka ruang yang lebar bagi implementasi
ekonomi sirkuler termasuk dalam bidang pertanian. Atas dasar regulasi
tersebut, maka lembaga jasa keuangan akan mempertimbangkan
penyaluran kreditnya dan berhati-hati dalam mengucurkannya agar tidak
sampai membiayai proyeek-proyek yang bermasalah dengan lingkungan
hidup. Bahkan lembaga jasa keuangan dilarang untuk membiayai proyek-

proyek yang merusak lingkungas hidup.*

e. Strategi Kolaborasi dan Peren Masyarakat Sipil

Strategi selanjutnya adalah sebagal strategi pamungkas adalah
percepatan ekonomi sirkuler khususnya dibidang pertanian akan segera
terwujud apabila terjadi kolaborasi semua stakeholder pertanian dan
nonpertanian, khususnya, adaldhiimasyarakat sipil. Optimalisasi peran
masyarakat sipil' sangattb@rpengatuh dalamanéndorong percepatan realisasi
tersebut. Dalam strategi kolaborasi juga mengandalkan peran dari dunia
usaha yang dengan kesadaran dan sukarelanya beralih ke model ekonomi
ssirkuler. Peran kritis masyarakat sipil sangat menentukan terutama di
negara dengan karakter berkembang seperti Indonesia dengan tingkat
korupsi yang masih tinggi. Semua pihak harus bergandengtangan menuju
satu visi berama yaitu menyelamatkan bumi sebagai satu-satunya tempat
tinggal umat manusia. Setidaknya terdapat tiga pihak yang berperan dalam
strategi kolaborasi untuk mempercepat terwujudnya ekonomi sirkuler yaitu

akademisi, media massa dan NGO sebagai pengawal dan pendorong

% pasal 1 Ayat 3 peraturan OJK No0.60/pojk.04/2017 tentang penerbitan dan pesyaratan efek
bersifat utang berwawasan lingkungan
% A. Sony Keraf, Op.Cit, him326-327.
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implementasi ekonomi sirkuler serta tentunya adalah pemerintah dan dunia
usaha sendiri selaku regulator dan pelaku usaha.

Akademisi memiliki peran untuk mengembangkan riset, diseminasi,
seminar ilmiah tentang manfaat ekonomi sirkuler khususnya bidang
pertanian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Media massa dan
sosial sebagai pilar kelima demokrasi harus ikut mengkampanyekan secara
massif implementasi ekonomi sirkuler khususnya dibidang pertanian untuk
menyelamatkan eksistensi manusia dimasa mendatang. Sementara itu NGO
atau LSM harus terus menjadi penekan dan kelompok kritis terhadap
regulasi pemerintah dan praktik pelaku usaha dalam mengimplementasikan

ekonomi sirkuler khususnya dibidang pertanian.

f. Benchmarking to Best Practice Kebijakan Ekonomi Sirkuler dari
Negara

Selain melalui berbagal sitrategi diatas, pemerintah, pelaku usaha
maupun petani di Indonesia dapat melakukan studi banding atau belajar dari
beberapa negara seperti Jepang, Kanada Uni Eropa dan sebagainya yang
telah sukses mengimplementasikan ekonomi sirkulernya. ** Pemerintah
Jepang telah mengeluarkan regulasi ekonomi sirkuler sejak tahun 2000 an.
Sebuah regulasi yang mendorong diberlakukannya sistem ekonomi dengan
daur bahan baku sehat bergasai-prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R).
Sementara.jiu pemeéridtal*Kanada pada tahan 20184 anglalu melalu Dewan
Menteri Lingkungan Hidupnya telah menyetujui kebijakan Zero Plastik Waste
atau tidak ada sampah plastik. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka
pencegahan, pengumpulan, pembersihan sampah plastik di seluruh wilayah
Kanada. Sementara itu di Uni Eropa, sejak tahun 2014 yang lalu telah
menerbitkan regulasi yang menunjukkan komitmen untuk menggunakan SDA
secara efisien mempercepat implementasi ekonomi sirkuler dengan
bekerjasama dengan pihak swasta. Beberapa program dan komitmen
tersebut antara lain peralihan ke ekonomi sirkuler, perlindungan air,

pencegahan pencemaran, perlindungan ekosistem dan sebagainya.

L A. Soni Keraf, Op.Cit, him.328-331.
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Berdasarkan pembahasan di Bab Il mengenai Kebijakan ekonomi sirkular di
bidang pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi hijau, faktor pendukung
dan penghambat penerapan ekonomi sirkuler di bidang pertanian serta
implementasi strategi ekonomi sirkuler bidang pertanian guna mendukung
kebijakan ekonomi hijau, dapat diperoleh analisis bahwa aneka penjelasan
tentang ekonomi sirkuler khususnya dalam bidang pertanian memperkuat asumsi
teori pembangunan yang menyatakan bahwa untuk mengukur suatu kemakmuran
dibutuhkan beberapa indikator yang tidak tunggal sebagaimana klaim ekonomi
tradisional. Teori Ekonomi Modern juga menganalisa bagaimana pengentasan
garis kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan
dethronement of GNP. Demikian pula dengan eksistensi ekonomi sirkuler yang
tidak hanya memprioritaskan keuntungan ekonomi semata namun disana juga ada
tanggungjawab melestarikan lingkungan bahkan budaya. Dalam Teori
Pembangunan dikenal istilah self esteem, bahwa pembangunan pada dasarnya
tidak sekedar membangun material, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana
memanusiakan manusia atau membangun manusia, menjadikan kebanggaan bagi
masyarakat yang dibangunnya. Demikian pula model ekonomi sirkular khususnya
dibidang pertanian yang juga diistilahkan sebagail pertanian berkelanjutan, yaitu
sistem pertanian yang menyelaraskan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya.
Salah satu strategi yang telah dan sedang dilakukan untuk merealisasikan
pertanian berkelanjutan adalah ¢ledgant ingkanisme pertanian organik. Model
pertanian organik ini'selardagidengan konsep pektakian ‘berkelanjutan yang oleh
Mary V.Gold di istilahkan sbg sustainable agricultural adalah pertanian yang
memadukan tiga prinsip pokok vyaitu pertanian yang menguntungkan,
pengamanan lingkungan pertanian yang mensejahterakan. Pertanian
berkelanjutan memiliki satu kunci yaitu manfaat pertanian tidak hanya bagi petani
namun juga konsumen atau masyarakat umumnya. Demikian pula prinsip
pertanian organic yang selaras dengan konsep Mary V.Gold tersebut karena
pertanian organik dilakukan dengan cara tidak menggunakan benih hasil rekayasa
genetika, tidak menggunakan pestisida kimia sintetis. Pertanian organik tidak
menggunakan pupuk kimia dan zat pengatur tubuh serta menggunakan cara
mekanis dalam menaggulangi gulma, hama dan pengganggu lainnya maupun

biologis dan pestisida organic. Strategi implementasi pertanian organik tidak
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hanya mengutamakan aspek ekonomi saja namun juga ekologis dan konservasi
lingkungan dalam jangka panjang, hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan
oleh Fancis dan Youngberg bahwa pertanian berkelanjutan merupakan pertanian
dengan filosofi berbasis pada tujuan manusia untuk mengatasi dampak jangka
panjang terhadap lingkungannya dengan menekan kerusakan lingkungan,
menjaga produktifitas pertanian, peningkatan kelayakan ekonomi serta
pemeliharaan kualitas hidup dan kemantaban komunitas. Implementasi strategi
ekonomi sirkuler bidang pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi hijau
melalui penta strategi atau lima strategi pertanian organik, strategi kebijakan
pembiayaan hijau (green bond), strategi kolaborasi dan peran masyarakat sipil
serta strategi benchmarking to best practice kebijakan ekonomi sirkuler. Dengan
menggunakan Teori SWOT Analisis, dapat diberikan analisis sebagai berikut:

STRENGHT (S) - WEAKNESS (W) -
KEKUATAN KELEMAHAN
IFAS e Secara konseptual ¢ Implementasi arah
konstitusional, kebijakan pertanian di
Ekonomi = sirkular  di Indonesia saat ini
bidang pertanian telah masih difokuskan
diatur —_dalam-. UUD pada ketahanan
19457 T pangan, sehingga

o Adanya regulasi di kebijakan  pertanian

tingkat UU  seperti berkelanjutan  masih

Undang-Undang  No. belum optimal
41 Tahun 2009 diseluruh wilayah
Tentang Perlindungan Indonesia

Lahan Pertanian ¢ Pemanfaatan

Pangan Berkelanjutan teknologi pertanian
dan Undang-Undang masih belum optilmal.
Nomor 22 Tahun 2019 Penggunaan dan
Tentang Budidaya pemanfaatan teknologi

Pertanian pertanian sampai
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EFAS

Berkelanjutan.

Pertanian organik
sebenarnya bukan
inovasi yang baru,

bahkan sudah mapan

dilakukan oleh nenek

moyang bangsa
Indonesia. Sudah
sejak lama nenek
moyang bangsa
Indonesia

membudidayakan padi

atau beras tanpa
bahan kimia
Dukungam® kebijakan

fiscall dafl} pemerintah

dan pemBigyaan hijau

Dukungan dari
berbagai pihak seperti

akagemisi, MNGO.. dan

“tasyarakat umamy

dengan saat ini masih
minim di Indonesia,

padahal saat ini

tuntutan untuk
menyesuaikan diri
dengan Revolusi
Industri 4.0

Jumlah angkatan kerja
di sektor pertanian

yang terus menurun

masih belum
optimalnya politik
anggaran, alokasi

dana untuk pertanian

masih relative
kecilpadahal sektor
pertanian kurang
mendapatkan

perhatian khusus
padahal memiliki

peran-penting dalam

pembangunan

OPPORTUNITIES (O) -
PELUANG

SDGs
ditindaklanjuti

Rekomendasi

yang
dengan Peraturan
Presiden Nomor 59
Tahun 2017 tentang
pelaksanaan

pencapaian tujuan

STRATEGI S-O

Arah dan

ekonomi

kebijakan
sirkuler di
bidang pertanian guna
mendukung kebijakan
ekonomi hijau perlus
ditindaklanti oleh
Pemerintah dan DPR

dengan merevisi dan

STRATEGI W-O

Diperlukan  evaluasi
kebijakan dibidang
pertanian sesuai
dengan rekomendasi

SDGs dengan tidak
lagi hanya berorientasi
ketahanan pangan

Dalam penyusunan
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pembangunan

berkelanjutan

RPJPN akan selesai

pada tahun 2025,
sehingga akan
disusun dokumen
perencanaan yang
baru 20 tahun
mendatang

e Arah dan

menyelaraskan
peraturan perundang-
undangan yang ada

dengan SDGs vyang

berkaitan dengan
ekonomi sirkuler
khususnya di bidang
pertanian.

e Arah dan kebijakan
ekonomi sirkuler di

bidang pertanian guna
mendukung kebijakan
ekonomi hijau perlu
ditindaklanjutti oleh
Kementerian Pertanian
dan Bapéanas' dengan
Grand

Desain dan-Road Map

menyusun

pertanian
dengan tahun 2045

sampai

sebagal péhgoanti

"HPJIPN 2005-2025.

kebijakan
ekonomi sirkuler di
bidang pertanian guna
mendukung kebijakan
ekonomi hijau perlu
ditindaklanjutti oleh

Kementerian

Keuangan, Otoritas
Jasa Keuangan
dengan perencanaan

dokumen

perencanaan nasional

dimasa mendatang
terkait ekonomi
sirkuler dibidang
pertanian harus

mengoptimalkan
teknologi  pertanian,
peningkatan angkatan
kerja di sektor
pertanian, serta yang
tidak kalah penting
adalah  peningkatan
yang signifikan dalam
alokasi anggaran
untuk ekonomi sirkuler

dibidang pertanian.
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yang matang melalui

dukungan fiscal dan
pembiayaan hijau.
Pemerintah perlu

melibatkan para pihak
pemangku
kepentingan
NGO,

media

seperti
akademisi,
massa dan

sebagainya untuk ikut

merumuskan konsep
ekonomi  sirkuler di
bidang pertanian
dalam regulasi
maupun dokumen

perencanaen nasional.

THREATH
ANCAMAN

M -

e Permasalahan

kepastian pasar
terkait dangan
kegagalan panen dan

ketidakpastian harga

e Perubahan iklim,

hama dan penyakit,

bencana alam,
persaingan pasar,
semakin
berkurangnya lahan
pertanian
e Tidak terkendalinya

STRATEGI S-T

Pemerintah melalui
kementerian lembaga

terkait | dan

N pemerintahan-daenah

perlu segera
mengevaluasi,
menyusun  regulasi,
arah kebijakan
antisipasi
pengendalian urban
sprawl, harmonisasi
peraturan
perundangan,
perubahan iklim,

STRATEGI W-T

Jumlah angkatan kerja
di bidang pertanian
S/ang terus menurun
harus ditahan dengan
antisipasi

pengendalian  urban
sprawl, pengendalian

iklim serta pemberian

kepastian hukum
peningkatan literasi
informasi terkait

ekonomi sirkuler
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pertumbuhan kota
atau yang dikenal

dengan urban sprawl.

Ketidakpastian

hukum, tumpang
tindihnya peraturan,
kerumitan  prosedur
terbukti turut
menghambat

implementasi ekonomi

sirkular
Faktor kenyamanan
(psikologis dan

budaya) masyarakat.
Sejauh ini masyarakat
sudah terbiasa
dengan plastik karena
dianggap mudah dan

murah, fleksibel, anti

air. Sehingga
produsen memiin
plastik sebagai
kemasan

Fasilitas pendukung

pengelolaan sampah
seringkali menjadi
masalah yang pelik,

kasus
TPA di

kota-kota besar di

beberapa

penutupan

indonesia

menimbulkan

hama penyakit.

Perlunya  dibangun

kesadaran kembali

dan penguatan ke

masyarakat  bahwa
ekonomi pertanian
sirkuler organic
merupakan  sebuah

tradisi lama  dari
nenek moyang, jadi
kebiasaan-kebiasan
yang kurang baik
seperti  kenyamanan
menggunakan plastik

harus dirtbah.

Pemerintah perlu
membangun
komitmen (MoU)

dengan pemerintahan

daerah . dan-. para

. 0 RIAEK Iainnya uniuk

memutus mata rantai
penggunaan plastik

yang massfif.
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masalah sosial.

informasi, perilaku
atau budaya
masyarakat yang

belum sesuai dengan
prinsip

permodalan,
pemasaran  produk,
inovasi

kapasitas sdm, serta

daya

infrastruktur

Keterbatasan literasi

SR,

teknologi,

dukung

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka strategi dalam kebijakan

ekonomi sirkuler bidang pertanian guna mendukung ekonomi biru, adalah sebagai

berikut :
1)

2)

3)

Arah dan kebijakan ekonomi sirkuler di bidang pertanian guna
mendukung kebijakan ekonomi hijau perlus ditindaklanti oleh
Pemerintah dan DPR dengarn merevisi dan menyelaraskan peraturan
perundangrundangap<yang ada dengan, Six@s yang berkaitan dengan
ekonomi stekuler khﬁsusnya di bidang pertaniain:

Arah dan kebijakan ekonomi sirkuler di bidang pertanian guna
mendukung kebijakan ekonomi hijau perlu ditindaklanjutti oleh
Kementerian Pertanian dan Bapeanas dengan menyusun Grand
Desain dan Road Map pertanian sampai dengan tahun 2045 sebagai
pengganti RPJPN 2005-2025.

Arah dan kebijakan ekonomi sirkuler di bidang pertanian guna
mendukung kebijakan ekonomi hijau perlu ditindaklanjutti oleh
Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dengan perencanaan

yang matang melalui dukungan fiscal dan pembiayaan hijau.



4)

5)

6)

7

8)

9)

10)
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Pemerintah perlu melibatkan para pihak pemangku kepentingan seperti
NGO, akademisi, media massa dan sebagainya untuk ikut merumuskan
konsep ekonomi sirkuler di bidang pertanian dalam regulasi maupun
dokumen perencanaan nasional.

Diperlukan evaluasi kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan
rekomendasi SDGs dengan tidak lagi hanya berorientasi ketahanan
pangan

Dalam penyusunan dokumen perencanaan nasional dimasa
mendatang terkait ekonomi sirkuler dibidang pertanian harus
mengoptimalkan teknologi pertanian, peningkatan angkatan kerja di
sektor pertanian, serta yang tidak kalah penting adalah peningkatan
yang signifikan dalam alokasi anggaran untuk ekonomi sirkuler dibidang
pertanian.

Pemerintah melalui kementerian lembaga terkait dan pemerintahan
daerah perlu segera mengevaluasi, menyusun regulasi, arah kebijakan
antisipasi  pengendalian urban sprawl, harmonisasi peraturan
perundangan, perubahan iklim, hama penyakit.

Perlunya dibangun kesadaran kembali dan penguatan ke masyarakat
bahwa ekonomi pertanian sirkuler organic merupakan sebuah tradisi
lama dari nenek moyang, jadi kebiasaan-kebiasan yang kurang baik
seperti kenyamanan mengaitiakan plastik harus dirubah.

Pemeriniah ‘periimémbangun komitmer {Mol) dengan pemerintahan
daerah dan para pihak lainnya untuk memutus mata rantai penggunaan
plastik yang masif.

Pengendalian urban sprawl sebagai salah satu upaya antisipasi
menurunnya jumlah angkatan kerja di bidang pertanian, pengendalian
iklim serta pemberian kepastian hukum peningkatan literasi informasi

terkait ekonomi sirkuler



BAB IV
PENUTUP

16. Simpulan

a.

Pemerintah Indonesia saat ini mulai memfokuskan pembangunan
ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui ekonomi sirkular yang di
implementasikan dengan konsep 5 R yaitu Reduce, Reuse, Recycle,
Recover serta Revalue atau mengurangi, menggunakan kembali,
mendaur ulang, memulihkan serta memberi nilai tambah. Namun
demikian, arah kebijakan pertanian di Indonesia saat ini masih
difokuskan pada ketahanan pangan, sehingga kebijakan pertanian
berkelanjutan masih belum optimal diseluruh wilayah Indonesia.
Implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan di Indonesia masih
menggunakan rekayasa genetika pertanian, sementara dinegara lain
sudah mengoptimalkan teknologi pertanian. Terkait politik anggaran
pertanian, beberapa penelitian menunjukkan masih belum optimalnya
politik anggaran tersebut, alokasi dana untuk pertanian masih relatif
kecil padahal sektor pertanian kurang mendapatkan perhatian khusus
padahal memiliki peran penting dalam pembangunan. Kondisi tersebut
semakin diperparah dengan penganggaran sektor pertanian dilevel
pemerintahan daerah.~Puktngan, penganggaran di sektor pertanian
masih_ sangat "Kegil yakni sebesan 6% dari| folal APBD. Hal ini
memperiihatkan ketidak berpihakan pemerintah daerah terhadap sektor
pertanian. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi sirkular di bidang
pertanian guna mendukung kebijakan ekonomi hijau.

Faktor yang turut mendorong atau mendukung ekonomi sirkular secara
eksternal yaitu adanya regulasi yang konsisten, tax regulation yang
jelas hinggga spesifikasi konsumen. Sementara itu faktor pendorong
internal diantaranya budaya dan perilaku, shareholder pressure
competitiveness,  corporate  responsibility.  Sedangkan  faktor
penghambatnya secara eksternal adalah kebijakan pemerintah yang
kurang mendukung, minimnya permintan konsumen, kurangnya

permintaan, terbatasnya rantai pasokan higga tidak adanya dukunga
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teknologi serta infrastruktur. Sedangkan dari aspek internal,
hambatanya diantaranya adalah model komersialisasi yang sangat
serta budaya dan sikap yang kontras atau tidak mendukung. Dalam
konteks Indonesia, hambatan lainnya adalah minimnya regulasi,
mispersepsi budaya seperti tentang limbah, minimnya partisipasi rumah

tangga hingga minimnya permintaan daur ulang.

. Guna mendukung kebijakan ekonomi hijau diperlukan sebuah strategi

yang salah satunya dengan ekonomi sirkular di bidang pertanian.
Strategi tersebut diantaranya adalah melalui: Pertama, Strategi
Pertanian Berkelanjutan Berbasis Organik dan Pembiayaan Hijau.
Kedua, Strategi Inovasi Teknologi Untuk Ekonomi Sirkuler, ketiga,
Strategi Dukungan Kebijakan Fiskal dari Pemerintah. Keempat, Strategi
Kebijakan Pembiayaan Hijau (Green Bond). Kelima, Strategi Kolaborasi
dan Peran Masyarakat Sipil. Keenam, Benchmarking to Best Practice

Kebijakan Ekonomi Sirkulegdari Negara.

17. Rekomendasi

a.

Pemerintah dan DPR maupun segenap otoritas pemangku bijakan
perlu segera merevisi dan menyelaraskan peraturan perundang-
undangan yang ada dengan SDGs yang berkaitan dengan ekonomi
sirkuler khususnya dilgang: pestanian. Serta menuangkannya dalam
dokumen perentanaanjangka panjang géndgganti RPIJPN 2005-2025.
Bappennas, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Otoritas
Jasa Keuangan hingga Pemerintahan Daerah harus mengintegrasikan
dengan kebijakan ekonomi sirkuler yang selama ini telah berjalan
seperti dukungan fiskal, pembiayaan hijau juga perlu integrasikan.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian
Desa PDT perlu merumuskan kembali prioritas penggunaan Dana Desa
yang mana alokasi utamanya adalah untuk mengintensifkan ekonomii
sirkuler di bidang pertanian. BUMDesa harus didorong untuk
membentuk unit usaha yang menguintegrasikan ekonomi sirkuler

pertanian didalamnya.
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Pemerintah, NGO, akademisi, pelaku bisnis serta media atau yang
dikenal Pentahelix untuk berkolaborasi melalui pola kemitraan ekonomi
sirkuler sehingga dapat mewujudkan Sustainable Development
Goals (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi,
ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, perbaikan lingkungan
hidup.

Pemerintah daerah secara koordinatif berjenjang memberikan
dukungan perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan
evaluasi penerapan ekonomi sirkuler di daerah. Pemerintah daerah
juga harus mengintensifkan pembinaan dan pengawasan implementasi
ekonomi sirkuler ei daerahnya masing-masing melalui kordinasi lintas
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Bappeda, Dinas
Pertanian dan Pangan, kecamatan hingga Desa.

Masyarakat harus menyadari bahwa ekonomi sirkuler melalui pertanian
organik merupakan sebuah tradisi lama dari nenek moyang, sehingga
perlu dilestarikan dan ditingkatkan. Masyarakat juga harus segera
meninggalkan  kebiasaan-kebiasan yang kurang baik seperti
kenyamanan menggunakan _plastik dalam aktivitas sehari-hari
khususnya dibidang pertanian. Masyarakat juga memiliki peran dalam
mempercepat implemenyasi ekonomi sirkuler yaitu dengan mengurangi
konsumsi yang berleli kétatigian. menggantinya dengan konsumsi
yang- lebih “haikd iséperti nabati “SeftaMNperlt melakukan perubahan
sistemik
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